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ABSTRAK 

Nabila Nur Wardani. 2025. Skripsi. “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran 

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai 

Variabel Moderasi” 

Pembimbing : Sri Andriani, M.Si 

Kata Kunci : tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, pengetahuan pajak, kepatuhan wajib 

pajak, bisnis online 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan 

kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online, serta menguji peran 

pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada 

meningkatnya aktivitas bisnis digital di Indonesia, khususnya melalui platform e-commerce, 

yang menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan kepatuhan pajak. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner kepada pelaku bisnis online yang terdaftar di platform Shopee dan 

berdomisili di wilayah Malang. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 160 orang 

yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan bantuan 

software SmartPLS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran 

pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online. Namun, 

pengujian terhadap variabel moderasi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak hanya mampu 

memoderasi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, sementara pada 

hubungan antara tarif pajak dan kesadaran pajak dengan kepatuhan, variabel moderasi tidak 

menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan pentingnya peningkatan 

literasi pajak, khususnya dalam memahami konsekuensi sanksi perpajakan, guna mendorong 

perilaku patuh di kalangan pelaku usaha digital. 
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ABSTRACT 

Nabila Nur Wardani. 2025. Thesis. “The Effect of Tax Rates, Tax Sanctions, and Tax 

Awareness on Online Business Taxpayer Compliance with Tax Knowledge as a Moderating 

Variable” 

Supervisor : Sri Andriani, M.Si 

Keywords : tax rates, tax penalties, tax awareness, tax knowledge, taxpayer compliance, 

online business 

 

This study aims to analyze the effect of tax rates, tax penalties, and tax awareness on 

taxpayer compliance of online business actors, and test the role of tax knowledge as a 

moderating variable. The background of this research is based on the increasing digital business 

activities in Indonesia, especially through e-commerce platforms, which pose new challenges 

in managing tax compliance. The research method used is quantitative with a descriptive 

approach. Primary data was obtained through distributing questionnaires to online business 

people registered on the Shopee platform and domiciled in the Malang area. The number of 

respondents in this study was 160 people selected using purposive sampling technique. Data 

analysis was carried out with the help of SmartPLS software. 

The results showed that the variables of tax rates, tax sanctions, and tax awareness have 

a significant influence on online business taxpayer compliance. However, testing of moderating 

variables shows that tax knowledge is only able to moderate the relationship between tax 

sanctions and taxpayer compliance, while in the relationship between tax rates and tax 

awareness with compliance, moderating variables do not show a significant effect. These 

findings indicate the importance of increasing tax literacy, especially in understanding the 

consequences of tax sanctions, in order to encourage compliant behavior among digital 

businesses. 
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 الملخص

امتثال على الضريبي والوعي الضريبية، والعقوبات الضرائب، معدلات تأثير” .الأطروحة .2025 ورداني نور نبيلة  

معتدل كمتغير الضريبية المعرفة مع لإنترنتا على الضرائب دافعي “ 

س .م أندرياني، سري : المشرف . 

دافعي وامتثال الضريبية، والمعرفة الضريبي، والوعي الضريبية، والعقوبات الضرائب، معدلات : المفتاحية الكلمات  

الإنترنت عبر التجارية والأعمال الضرائب،  

 

دافعي امتثال على الضريبي والوعي الضريبية، والعقوبات الضرائب، تمعدلا تأثير تحليل إلى الدراسة هذه تهدف  

معتدل كمتغير الضريبية المعرفة دور واختبار الإنترنت، عبر التجارية الأعمال مجال في الفاعلة الجهات من الضرائب . 

التجارة منصات لخلا من سيما لا إندونيسيا، في المتزايدة الرقمية الأعمال أنشطة إلى البحث هذا خلفية تستند  

ذات الكمية الطريقة هي المستخدمة البحث طريقة .الضريبي الامتثال إدارة في جديدة تحديات تشكل والتي الإلكترونية،  

الإنترنت عبر الأعمال رجال على استبيانات توزيع خلال من الأولية البيانات على الحصول تم وقد .الوصفي المنهج  

منصة على المسجلين  Shopee تم شخصًا 160 الدراسة هذه في المستجيبين عدد بلغ .مالانج منطقة في لمقيمينوا  

برنامج بمساعدة البيانات تحليل إجراء تم .الانتقائية العينات أخذ تقنية باستخدام اختيارهم  SmartPLS. 

امتثال على كبير تأثير لها الضريبي والوعي الضريبية، والعقوبات الضرائب، معدلات متغيرات أن النتائج أظهرت  

تعديل على فقط قادرة الضريبية المعرفة أن المعتدلة المتغيرات اختبار أظهر ذلك، ومع .الإنترنت على الضرائب دافعي  

مع الضريبي والوعي الضرائب معدلات بين العلاقة في بينما الضرائب، دافعي وامتثال الضريبية العقوبات بين العلاقة  

فهم في سيما لا الضريبية، المعرفة زيادة أهمية إلى النتائج هذه تشير .كبيرًا تأثيرًا المعتدلة اتالمتغير تظهر لا الامتثال،  

الرقمية الشركات بين الممتثل السلوك تشجيع أجل من الضريبية، العقوبات عواقب . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Ketika pembayar pajak secara teratur membayar pajaknya dan memanfaatkan hak pajaknya 

dengan tepat, hal ini disebut sebagai kepatuhan pembayar pajak. Kepatuhan sendiri dapat 

diartikan sebagai tindakan yang dilakukan atas dasar harapan akan mendapatkan imbalan atau 

untuk menghindari hukuman maupun sanksi yang mungkin dikenakan (Pawama et al., 2021). 

Salah satu indikator kepatuhan pajak yang nyata adalah kesiapan dan motivasi wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan regulasi perpajakan. Kepatuhan ini mencerminkan 

tingkat kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan sejalan dengan 

peraturan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting yang 

berperan strategis dalam membantu inisiatif pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan 

negara dari sektor perpajakan (Guna et al., 2022). Optimalisasi pemenuhan kewajiban 

perpajakan, penerimaan negara dapat dikelola secara lebih efektif, sehingga mampu menopang 

pembiayaan pembangunan dan berbagai program pelayanan publik. Sehingga, ketaatan pada 

sistem perpajakan yang meningkat seiring dengan bertambahnya pemahaman wajib pajak 

menjadi pilar terpenting dalam memelihara keberlanjutan sistem penerimaan pajak negara 

dalam jangka waktu yang lama. 

Dengan seiring perkembangan zaman dan era digitalisasi yang semakin maju, pada dunia 

koneksi komunikasi terdapat usaha yaitu bisnis online. E-commerce merupakan aktivitas 

ekonomi di mana penjual dan pembeli menjalin kesepakatan kontraktual terkait harga serta 

pengiriman barang atau jasa melalui media elektronik berbasis internet, kemudian 

menyelesaikan transaksi tersebut dengan pelaksanaan pengiriman dan pembayaran sesuai 

dengan ketentuan yang telah disepakati (Disemadi & Prasetyo, 2021). Pandemi Covid 19 baru-

baru ini telah menjadikan e-commerce sebagai pilihan yang lebih layak untuk berbisnis 

sehingga menyebabkan kondisi pasar yang berubah dengan cepat (Alkhodary et al., 2022). 

Internet berperan penting dalam kehidupan, tidak hanya memperkenalkan metode baru bagi 

kita untuk berkomunikasi, tetapi juga merevolusi pengalaman berbelanja (Salameh et al., 

2020). Perkembangan pesat internet telah menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis daring 

secara global. Faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi memainkan peran yang signifikan dalam 
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sistem ekonomi digital berbasis daring, yang memberikan keuntungan bagi penyedia 

barang/jasa pelanggan. Peritel tidak lagi bergantung pada etalase fisik untuk menjangkau 

konsumen, konsumen juga dapat membeli barang atau jasa dari rumah atau tempat kerja 

mereka dengan nyaman (Ol et al., 2019). Belanja online memberi konsumen akses cepat ke 

merek favorit yang diinginkan dan menghemat waktu dibandingkan dengan membeli di toko 

fisik (Aryani et al., 2021). Kebanyakan orang tidak suka berbelanja offline, karena e-commerce 

menyediakan berbagai pilihan dan juga kenyamanan bagi konsumen dengan harga pasar yang 

sama dan penawaran lebih banyak.  

Menurut Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa, pada tahun 2022 usaha e-commerce dari 

perspektif geografis terletak di pula Jawa dengan persentase 76,38%. Sebagian besar 

perusahaan e-Commerce terkonsentrasi di Provinsi Jawa Barat sebesar 21,45%, diikuti oleh 

Sebagian besar pelaku usaha e-Commerce terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan distribusi 

masing-masing di Provinsi Jawa Timur sebesar 19,09%, Jawa Tengah 18,06%, DKI Jakarta 

8,45%, DI Yogyakarta 5,81%, dan Banten 3,52%. Sementara itu, sekitar 23,62% kegiatan e-

Commerce tersebar di luar Jawa, meliputi wilayah Sumatera sebesar 11,03%, Kalimantan 

4,41%, Bali dan Nusa Tenggara 4,19%, Sulawesi 3,66%, serta Maluku dan Papua yang hanya 

mencakup 0,34% (Kusumatrisna et al., 2023). Berikut gambar tabel terlampir:  

Gambar 1.1 

Peta Penyebaran Usaha e-Commerce di Indonesia Tahun 2022 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2022. 
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Pertumbuhan pendapatan dari sektor ekonomi digital menunjukkan tren yang semakin 

meningkat. Hingga akhir Juli 2024, kontribusi pajak dari sektor ini tercatat memberikan 

dampak yang cukup signifikan. Menurut Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, 

dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), total penerimaan negara dari 

aktivitas ekonomi digital mencapai Rp26,75 triliun per 31 Juli 2024 (Pambudi, 2024). Karena 

pendapatan pajak yang berasal dari sektor digital mengalami pertumbuhan yang signifikan, 

pemerintah Indonesia telah berhasil menunjukkan kemajuan yang cukup besar dalam 

inisiatifnya yang bertujuan untuk memperluas basis pajak. Dengan adanya peningkatan pada 

bisnis online di Indonesia, perpajakan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Pajak adalah 

salah satu faktor penting dalam pengelolaan pendapatan nasional. Kewajiban pajak ini berlaku 

karena penghasilan yang diperoleh dari transaksi e-commerce adalah dianggap sebagai sumber 

pendapatan dan harus dilaporkan ke otoritas pajak (Mulyani et al., 2023).  

Tantangan optimalisasi kepatuhan pajak UMKM dalam ekosistem digital masih menjadi 

isu penting. Menurut B. Bawono Kristiaji, Partner of DDTC Fiscal Research & Advisory, 

terdapat berbagai kendala yang dihadapi, termasuk meningkatnya target penerimaan pajak 

setiap tahun, keterbatasan data dan sumber daya manusia otoritas pajak, serta kurangnya 

kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pajak. Hal ini sering kali mendorong 

paradigma lama yang cenderung mengabaikan segmen UMKM, sebuah pendekatan yang perlu 

diubah. Selain itu, tantangan lainnya meliputi rendahnya literasi pajak pelaku UMKM dan 

tingginya biaya kepatuhan (Wicaksono, 2022). Pertumbuhan bisnis online telah menimbulkan 

kekhawatiran tentang penegakan kebijakan perpajakan di berbagai yurisdiksi hukum dan 

potensi penghindaran pajak (Argilés-Bosch et al., 2020). Perlunya integrasi kepatuhan 

perpajakan yang lebih besar ke dalam aplikasi dan operasi e-commerce untuk mengatasi 

tantangan menegakkan kebijakan perpajakan (Scarcella, 2020). 

Kecenderungan warga negara untuk memenuhi kewajiban pajak mereka selalu menarik 

perhatian, terutama dalam situasi dimana pemerintah menghadapi kendala fiskal yang 

signifikan dan mengalami penurunan pendapatan negara yang berasal dari pajak. Dalam 

kondisi tersebut, pemerintah berupaya mencari dan menerapkan pendekatan yang tepat dan 

terukur diperlukan guna mendorong peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak secara optimal 

demi menjaga penyediaan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Batrancea et al., 

2022). Ketika wajib pajak memenuhi membayar pajak negara, mereka dikatakan patuh 

(Prawira et al., 2019). Penting bagi pihak berwenang mengevaluasi berbagai faktor yang 
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mempengaruhi agar tingkat kepatuhan yang diinginkan tercapai. Saat ini, pemerintah di 

berbagai negara semakin besar dan perlu mengumpulkan lebih banyak pajak untuk membiyai 

kegiatan negara. Namun, pemerintah mengalami kesulitan dalam mengumpulkan pajak yang 

dibutuhkan karena berbagai alasan, salah satunya adalah ketidakpatuhan wajib pajak (Nguyen, 

2022). Untuk memenuhi target kepatuhan wajib pajak tercapai, Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

memiliki beragam alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan guna mengoptimalkan 

pendapatan negara dari sektor perpajakan, antara lain melakukan perubahan dengan membuat 

program yang memudahkan masyarakat membayar pajaknya (Anggadini & Bramasto, 2022). 

Tarif perpajakan memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh 

wajib pajak. Tarif pajak yang meningkat cenderung memberikan dampak buruk pada utilitas 

yang dirasakan oleh pembayar pajak. Sebaliknya, penurunan tarif pajak cenderung 

meningkatkan utulitas wajib pajak, sehingga memberi insentif pelaporan pendapatan kepada 

otoritas pajak (Bin-Nashwan et al., 2020). Temuan penelitian yang didapatkan melalui metode 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 November 2024 pukul 17.00 WIB 

dengan seorang pengusaha bisnis online yang beroperasi di platform Shopee dan berdomisili 

di Malang, yaitu Bapak Buchairi pemilik usaha makanan dan Ibu Salwa pemilik usaha skincare 

mengungkapkan bahwa besaran tarif pajak yang tinggi, dirasa memberatkan. Faktor ini 

disebabkan oleh penghasilan mereka yang tidak terlalu besar, sehingga pembayaran pajak 

dengan tarif tinggi menjadi beban. Namun, keduanya menyatakan bahwa tarif pajak lebih 

proporsional dan sesuai dengan kemampuan, mereka akan lebih cenderung mematuhi 

kewajiban pajak.  

Pengenaan pajak penghasilan merupakan kewajiban yang dikenakan pada individu atau 

entitas usaha untuk mengirimkan pembayaran kepada pemerintah, berdasarkan pendapatan 

yang diperoleh, kemudian berfungsi sebagai sumber fiskal bagi negara.  Direktorat Jenderal 

Pajak juga telah mengeluarkan beberapa surat edaran untuk mempertegas kewajiban 

pembayaran pajak penghasilan yang terkait dengan aktivitas e-commerce, di antaranya Surat 

Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 mengenai Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-

Commerce, serta Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 yang mengatur tentang Pemotongan 

dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce. Namun, keberadaan 

surat edaran tersebut dinilai belum memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur 

kewajiban kepatuhan dari pelaku e-commerce (Napisah & Khuluqi, 2022). Pengaturan 

mengenai perlakuan perpajakan terhadap transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sistem 
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elektronik atau e-commerce tercantum dalam PMK No. 210/PMK.010/2018 akan tetapi, 

terdapat pencabutan terkait peraturan tersebut sebagaimana yang sudah terlampir pada PMK 

No. 31/PMK.010/2019. Hal ini terjadi karena adanya kontroversi di tengah masyarakat. 

Pembatalan ini dilakukan untuk menjamin koordinasi, sinkronisasi, dan penyebaran informasi 

yang lebih komprehensif di antara instansi terkait, sehingga regulasi tersebut ditargetkan, adil, 

dan efektif (Lesiyela et al., 2024).  

Pembaruan legislatif terbaru yang berkaitan dengan perpajakan, sebagaimana 

diartikulasikan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021, mencakup 

beberapa ketentuan terkait untuk perusahaan online, dengan tujuan menyeluruh untuk 

meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan memperluas cakupan pajak dalam ekonomi 

digital. Perubahan signifikan yang diperkenalkan oleh UU HPP berkaitan dengan kebijakan 

baru mengenai Pajak Pertambahan Nilai, yang mengamanatkan bahwa platform digital 

bertanggung jawab atas penilaian, pengiriman uang, dan pelaporan PPN. Entitas yang 

mencakup pedagang, penyedia layanan, dan operator sistem perdagangan elektronik (PMSE) 

berkewajiban untuk mematuhi persyaratan peraturan ini. Mulai April 2022, tarif Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%, merupakan komponen 

dari inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan pendapatan fiskal (Pambudi, 

2024).  

Banyak masalah klasik dalam keuangan publik menyangkut luasnya basis pajak, ruang 

lingkup untuk penghindaran pajak, biaya administrasi dan kepatuhan, serta respons perilaku 

perusahaan dan individu, dan kesetaraan distribusi pendapatan di seluruh pemerintah daerah. 

Bisnis online dan konsumsi layanan digital yang menimbulkan banyak tantangan bagi sistem 

fiskal di seluruh dunia adalah aplikasi menarik dari masalah-masalah klasik ini (Agrawal & 

Fox, 2021). Untuk mendorong wajib pajak agar mengakui serta melaksanakan kewajiban 

perpajakan mereka, diberlakukan sanksi perpajakan. Sanksi ini dapat berupa sanksi 

administratif, seperti denda dan bunga, serta sanksi pidana dengan tujuan untuk meningkatkan 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pidana dalam beberapa kasus dapat mencakup 

penahanan. Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan pelanggaran terhadap Undang-Undang 

dan Peraturan Perpajakan, di mana rasio insiden ketidaktaatan wajib pajak berhubungan 

langsung dengan besarnya hukuman yang dijatuhkan (Pihany & Andriani, 2022).  
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 November 2024 

pukul 17.00 WIB dengan Bapak Buchairi pemilik usaha makanan dan Ibu Salwa pemilik usaha 

skincare di platform bisnis online Shopee, mengungkapkan pandangan mereka terkait sanksi 

pajak. Ibu Salwa menyatakan bahwa sanksi pajak menjadi hal yang ia khawatirkan jika terjadi 

pelanggaran, seperti tidak membayar pajak. Baginya, sanksi tersebut menjadi pertimbangan 

penting karena akan menambah beban pajak yang harus dibayar. Berbeda pendapat dengan 

Bapak Buchairi, merasa bahwa meskipun ada risiko dikenakan sanksi, keberatan terhadap 

pajak tetap ada. Ia juga berpendapat bahwa sanksi lebih relevan bagi wajib pajak dengan 

penghasilan besar, sementara pengusaha kecil seperti dirinya merasa tarif pajak masih terlalu 

berat. Informasi sanksi pajak memberikan peningkatan terhadap pembayaran antara wajib 

pajak yang menunggak, dengan efek yang lebih besar (Cranor et al., 2020). Pernyataan ini 

merefleksikan adanya ketidaksesuaian temuan jika dibandingkan dengan hasil studi yang telah 

dilakukan oleh Yogama menyatakan bahwa investigasi yang dilakukan di negara Indonesia 

penyelesaian sanksi yang berlaku saat ini sangat rendah, yang dimana informasi sanksi pajak 

tidak menghasilkan peningkatan yang signifikan secara statistik dalam kepatuhan wajib pajak 

untuk membayar tepat waktu (Yogama et al., 2024). 

Apabila tingkat kesadaran perpajakan pada setiap wajib pajak meningkat, maka hal tersebut 

secara simultan akan mendorong peningkatan kepatuhan mereka dalam menjalankan 

kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku (Ratnawati et al., 2019). Pemahaman 

terhadap kesadaran pajak memberikan manfaat bagi wajib pajak karena mampu meningkatkan 

pengetahuan mereka mengenai sistem perpajakan sehingga dapat melaksanakan kewajiban 

perpajakan meliputi proses perhitungan, pembayaran, serta pelaporan penghasilan secara lebih 

tepat dan sejalan dengan regulasi yang telah ditetapkan. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran 

perpajakan yang rendah cenderung memperlihatkan perilaku tidak patuh dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya, yang dapat berupa tindakan penghindaran atau penolakan 

pembayaran pajak, baik secara disengaja maupun tidak disengaja (Hamid et al., 2022). Pada 

wawancara yang dilakukan pada 27 November 2024 pukul 13.00 WIB dengan dua pelaku 

bisnis online Shopee, yaitu Bapak Buchairi sebagai pemilik usaha makanan dan Ibu Salwa 

sebagai pemilik usaha skincare, masing-masing memberikan pandangan berbeda terkait 

kewajiban membayar pajak. Bapak Buchairi menyatakan bahwa dirinya merasa tidak perlu 

membayar pajak. Ia mengungkapkan bahwa pembayaran pajak dirasa percuma karena tidak 

adanya transparansi mengenai penggunaan dana tersebut. Ditambah lagi, maraknya berita 
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tentang kasus korupsi semakin membuatnya kehilangan kepercayaan pada pemerintah, 

sehingga ia enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, Ibu Salwa memiliki 

pandangan yang berbeda. Informan menyatakan bahwa motivasi untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan didorong oleh keyakinan bahwa kontribusi pajak yang diberikan akan dikembalikan 

kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik yang memberikan manfaat kolektif. 

Untuk membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak, diperlukan 

pemahaman yang memadai mengenai perpajakan. Pengetahuan perpajakan memegang peranan 

krusial bagi setiap individu yang berstatus sebagai wajib pajak. Melalui penguasaan informasi 

yang memadai terkait ketentuan perpajakan, wajib pajak akan mampu mengidentifikasi serta 

memahami regulasi yang berlaku sehingga mendorong mereka untuk menjalankan kewajiban 

perpajakan secara patuh dan sesuai ketentuan (Hantono, 2021). Wajib pajak perlu memiliki 

sumber daya manusia yang mampu memahami dan menafsirkan sistem dan undang-undang 

pajak baru secara akurat untuk menghindari ketidakpatuhan. Meskipun masih di bawah tingkat 

optimal dan dapat dianggap agak rendah, tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia meningkat 

setiap tahunnya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari keengganan atau kegelisahan sebagian 

individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat perbedaan 

pengetahuan yang signifikan terkait peraturan dan ketentuan dalam instrumen hukum 

perpajakan. Tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat seiring dengan bertambahnya 

pemahaman tentang perpajakan (Musimenta, 2020).  

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 November 2024 pukul 13.00 

WIB dengan pelaku bisnis online Shopee, yaitu Bapak Buchairi pemilik usaha makanan dan 

Ibu Salwa pemilik usaha skincare, mengungkapkan pandangan mereka terkait pengetahuan 

pajak. Ibu Salwa menyampaikan bahwa dirinya memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

pajak, terutama karena adanya akses mudah ke berita dan informasi terbaru melalui situs DJP. 

Namun, ia mengakui bahwa penggunaan sistem baru seperti pelaporan dan pembayaran pajak 

secara mandiri melalui website kadang membuatnya ragu dan takut melakukan kesalahan saat 

mengakses sistem tersebut. Sementara itu, Bapak Buchairi mengakui bahwa pengetahuannya 

tentang pajak masih minim. Ia sering tidak mengetahui aturan atau sistem terbaru yang 

diterapkan, sehingga merasa kurang percaya diri dalam melaksanakan kewajiban pajaknya 

secara mandiri. 
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 Beberapa studi sebelumnya berkaitan dengan ketaatan wajib pajak mengidentifikasi lima 

faktor utama yang menjadi determinan perilaku patuh tersebut yaitu tarif pajak, peraturan 

perpajakan, prosedur administrasi perpajakan, kualitas layanan perpajakan, dan manajemen 

perpajakan dengan tingkat signifikansi yang mendukung diterimanya hipotesis yang diajukan 

(Nga & Tam, 2023). Hasil penelitian yang diperoleh selaras dengan temuan yang dikemukakan 

oleh Owusu dalam studinya, yang menyimpulkan bahwa mayoritas responden berpendapat 

bahwa ketidakpatuhan terhadap pajak dapat dibenarkan apabila tarif pajak dianggap terlalu 

membebani (Owusu et al., 2023). Meskipun demikian, hasil penelitian yang diperoleh berbeda 

dengan temuan yang dikemukakan oleh Abbiati yang menyatakan bahwa tarif pajak yang adil 

tidak secara signifikan memengaruhi tingkat kompliansi dalam pembayaran pajak (Abbiati et 

al., 2020). 

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan studi-studi yang telah ada terutama dalam hal 

fokus pada variabel-variabel yang memengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak. Sebagian besar 

penelitian terdahulu juga menganalisis variabel-variabel seperti tarif pajak, sanksi perpajakan, 

dan kesadaran perpajakan sebagai faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak. 

Namun, perbedaan yang signifikan terletak pada konteks wajib pajak yang menjadi fokus 

penelitian. Penelitian ini secara khusus menargetkan wajib pajak bisnis online, sebuah segmen 

yang semakin relevan seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini 

juga memperkenalkan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi yang belum dikaji dalam 

literatur penelitian yang ada. Kombinasi dari tiga variabel independent yaitu tarif pajak, sanksi 

pajak, dan kesadaran pajak, dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak belum dieksplorasi 

secara menyeluruh dalam kajian-kajian sebelumnya. 

Urgensi penelitian ini berupaya mengintegrasikan isu-isu kepatuhan pajak UMKM di era 

digital dalam konteks bisnis online, khususnya pada platform Shopee di wilayah Malang. 

Fokus spesifik pada bisnis online melalui aplikasi Shopee menjadi pendekatan yang unik untuk 

memahami tantangan kepatuhan pajak di sektor yang berkembang pesat namun masih minim 

kajian mendalam. Penelitian ini menyoroti meningkatnya kompleksitas perpajakan digital, 

termasuk dampak dari tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin relevan di tengah rendahnya literasi pajak dan 

tingginya biaya kepatuhan. Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan karena 

memperkenalkan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi yang bertujuan mengevaluasi 

bagaimana edukasi pajak dapat memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap perilaku 
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kepatuhan. Dengan fokus pada upaya edukasi, penelitian ini menawarkan wawasan strategis 

untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak di sektor bisnis online. Hasilnya tidak hanya 

memperkaya literatur perpajakan digital tetapi juga memberikan saran praktis kepada urgensi 

keterlibatan pemerintah dalam menyusun kerangka kebijakan pajak yang lebih inklusif dan 

optimal, khususnya untuk UMKM dalam ekosistem digital. Dengan mempertimbangkan latar 

belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi topik penelitian dengan 

judul: “PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BISNIS ONLINE DENGAN 

PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah yang akan 

dibahas pada penelitian ini yaitu: 

1. Apakah terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online? 

2. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online? 

3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis 

online? 

4. Apakah pengetahuan pajak dapat memoderasi hubungan tarif pajak berpengaruh 

kepada kepatuhan wajib pajak bisnis online? 

5. Apakah pengetahuan pajak dapat memoderasi hubungan sanksi pajak berpengaruh 

kepada kepatuhan wajib pajak bisnis online? 

6. Apakah pengetahuan pajak dapat memoderasi hubungan kesadaran pajak berpengaruh 

kepada kepatuhan wajib pajak bisnis online? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui adanya pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online 

2. Mengetahui adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis 

online 
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3. Mengetahui adanya pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis 

online 

4. Mengetahui pengetahuan pajak dapat memoderasi hubungan tarif pajak berpengaruh 

kepada kepatuhan wajib pajak bisnis online 

5. Mengetahui pengetahuan pajak dapat memoderasi hubungan sanksi pajak berpengaruh 

kepada kepatuhan wajib pajak bisnis online 

6. Mengetahui pengetahuan pajak dapat memoderasi hubungan kesadaran pajak 

berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak bisnis online 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai 

pihak. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

ilmu perpajakan, terutama dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak di era digital. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman teori perpajakan dengan 

mengintegrasikan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak sebagai faktor utama dalam 

menentukan kepatuhan, serta menyoroti peran pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi 

yang dapat memperkuat atau mengurangi hubungan tersebut. Hasil dari penelitian ini juga 

diharapkan dapat memperkaya literatur teoritis mengenai kepatuhan pajak dalam konteks e-

commerce, yang semakin relevan dengan perkembangan digital. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi 

hubungan antara variabel-variabel perpajakan dalam konteks bisnis berbasis teknologi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pajak dikalangan masyarakat luas, terutama 

yang berkaitan dengan bisnis online, guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban pajak. Adanya peningkatan kepatuhan pajak, diantisipasi bahwa akan 

ada peningkatan yang sesuai dalam pendapatan pemerintah yang pada akhirnya dapat 

dialokasikan untuk inisiatif pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk memperluas dan memperdalam kerangka teoritis yang digunakan dalam evaluasi 

penelitian sebelumnya, penulis mengacu pada hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai referensi 

yang penting dalam penulisan penelitian ini. Dalam rangka memperluas bahan kajian untuk 

penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jurnal sebagai referensi. Beberapa penelitian 

sebelumnya yang relevan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Hasil Peneltian Terdahulu 

No. 
Nama, Tahun, 

Judul 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. 

Lu Phi Nga, 

Phan Thanh Tam 

(2023) 

 

Tax Law Affecting 

the Tax 

Compliance of 

Online Business 

Individuals: A 

Case Study in 

Vietnam 

Variabel 

Independen: Tarif 

Pajak, Keadilan 

Pajak, Prosedur 

Administrasi 

Pajak, Kualitas 

Pelayanan Pajak, 

Manajemen Pajak 

Variabel 

Dependen: 

Kepatuhan Pajak 

Kuantitatif 

dan Kualitatif 

Berdasarkan hasil 

penelitian, 

menumukan lima 

faktor penting yang 

mempengaruhi 

kepatuhan pajak 

individu bisnis 

online dengan 

tingkat sgnifikansi 

0,01 dan semua 

hipotesis diterima. 

Memberikan 

rekomendasi 

kualitas layanan 

pajak untuk 

mendukung bisnis 

online dalam 

mengatasi kesulitan 
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yang disebabkan 

oleh penggunaan 

teknologi digital 

yang berbeda dalam 

menjalankan 

berbagai kegiatan 

ekonomi. 

2. 

Alvina Windy 

Pihany, 

Sri Andriani 

(2022) 

 

Tax Morale, 

Religiusitas, dan 

Sanksi Pajak 

Terhadap Tax 

Compliance Pada 

WPOP di 

Organisasi 

Nahdlatul Wathan 

Variabel 

Independen: Tax 

Morale, 

Religiusitas, dan 

Sanksi Pajak 

Variabel 

Dependen: Tax 

Compliance 

Kuantitatif 

Temuan yang 

diperoleh dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa, pertama, 

moral pajak, 

religiusitas, dan 

sanksi pajak secara 

kolektif 

memberikan 

pengaruh positif dan 

signifikan secara 

statistik terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. Kedua, 

variabel moral 

pajak, religiusitas, 

dan sanksi pajak 

menunjukkan 

dampak positif dan 

signifikan secara 

statistik pada 

kepatuhan wajib 

pajak ketika 

dipertimbangkan 
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secara individual. 

Ketiga, moral pajak 

muncul sebagai 

variabel independen 

yang secara 

dominan 

membentuk 

kepatuhan wajib 

pajak. 

3. 

Thu Hien Nguyen 

(2022) 

 

The Impact of 

Non-Economic 

Factors on 

Voluntary Tax 

Compliance 

Behavior: A Case 

Study of Small and 

Medium 

Enterprises in 

Vietnam 

Variabel 

Independen: The 

possibility of tax 

inspection and 

audit, Social 

Norms, Tax 

Knowledge, 

Personal Norms, 

Perception of the 

tax system’s 

fairness, Tax 

Service Quality 

Variabel 

Dependen: 

Voluntary Tax 

Compliance 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

kemungkinan 

pemeriksaan dan 

audit pajak, norma 

sosial, pengetahuan 

pajak, norma 

pribadi, pandangan 

wajib pajak 

mengenai keadilan 

sistem perpajakan 

serta persepsi 

terhadap mutu 

pelayanan pajak 

terbukti 

memberikan 

dampak signifikan 

terhadap perilaku 

kepatuhan pajak 

secara sukarela pada 

pelaku usaha kecil 

dan menengah 
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(UKM) di Vietnam; 

Diantara semua 

faktor tersebut, 

kemungkinan 

pemeriksaan dan 

audit pajak 

mempunyai 

pengaruh paling 

kuat, sedangkan 

kualitas layanan 

perpajakan 

mempunyai 

pengaruh paling 

lemah terhadap 

perilaku kepatuhan 

pajak sukarela dari 

perusahaan-

perusahaan tersebut. 

4. 

Yetti Mulyati 

Juli Ismanto (2021) 

 

Pengaruh 

Penerapan E-

Filing, 

Pengetahuan Pajak 

dan Sanksi Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak pada 

Variabel 

Independen: 

Penerapan E-

Filing, 

Pengetahuan 

Pajak dan Sanksi 

Pajak 

Variabel 

Dependen: 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

Penerapan E-Filing, 

Pengetahuan Pajak, 

dan Sanksi Pajak 

memiliki pengaruh 

positif yang 

signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. Artinya, 

variabilitas dari 

variabel dependen, 

yaitu kepatuhan 
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Pegawai 

Kemendikbud 

wajib pajak, dapat 

dijelaskan oleh 

variabel independen 

sebesar 60%, 

sementara sisanya, 

yaitu 40%, 

dijelaskan oleh 

variabilitas 

variabel-variabel 

lain yang berada di 

luar model 

penelitian ini. 

Selain itu, 

pembelajaran sosial 

dan atribusi perilaku 

dapat meningkatkan 

kesadaran wajib 

pajak, terutama jika 

diterapkan dalam 

lingkungan Pegawai 

Pusat 

Pengembangan dan 

Pemberdayaan 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan 

(P4TK) di wilayah 

Jabodetabek. 

Kewajiban untuk 

melaporkan Surat 

Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) 
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pajak penghasilan, 

pemahaman yang 

memadai tentang 

perpajakan, serta 

penerapan sanksi 

pajak juga menjadi 

faktor yang 

menjamin 

kepatuhan terhadap 

ketentuan undang-

undang perpajakan. 

5. 

Dezie Leonarda 

Warganegara, 

Rania Salsabila 

Drajat, Gazali 

Salim, Agung 

Purnomo, Zaidi 

Mat Daud (2023) 

The Effect of Tax 

Incentives, Trust in 

Tax Aauthorities, 

Tax Morale, and 

Tax Socialization 

on Individual 

Taxpayer 

Compliance 

Variabel 

Independen: Tax 

Incentives, Trust 

in tax authorities, 

Tax Morale, Tax 

Socialization 

Variabel 

Dependen: 

Individual 

Taxpayer 

Compliance 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa insentif 

pajak UMKM 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi UMKM, 

kepercayaan kepada 

fiskus, dan moral 

perpajakan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi UMKM, 

serta sosialisasi 

perpajakan 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap kepatuhan 
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wajib pajak 

UMKM. Dengan 

hasil pengujian 

hipotesis dapat 

disimpulkan bahwa 

di wilayah UMKM 

Kabupaten 

Bandung diperlukan 

sosialisasi 

perpajakan 

khususnya pajak 

untuk kepatuhan 

wajib pajak. 

6. 

Sri Dewi 

Anggadini, 

Ari Bramasto 

(2022) 

Determination of 

Individual 

Taxpayer 

Compliance in 

Indonesia: A Case 

Study 

Variabel 

Independen: Tax 

Knowledge, Tax 

Administration 

System, Taxpayer 

Awareness 

Variabel 

Dependen: 

Taxpayer 

Compliance 

Analisis 

Deskriptif dan 

Konfirmatori 

Pendekatan 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kepatuhan 

wajib pajak dalam 

penyelesaian pajak 

tidak dapat 

dilepaskan dari 

faktor-faktor seperti 

Pengetahuan 

Perpajakan, 

Modernisasi Sistem 

Administrasi 

Perpajakan, dan 

Kesadaran Wajib 

Pajak. Dapat 

disimpulkan bahwa 

Pengetahuan 

Perpajakan 

berpengaruh positif 
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signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. Modernisasi 

sistem administrasi 

perpajakan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. Kesadaran 

Wajib Pajak 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak di Indonesia. 

Dapat dijelaskan 

bagaimana variabel 

independen 

mempengaruhi 

kepatuhan wajib 

pajak. Penelitian ini 

penting dilakukan 

untuk mendorong 

wajib pajak agar 

patuh dalam 

melaksanakan 

kewajibannya 

dengan 

menggunakan 

pendekatan perilaku 

dan kebijakan 

perpajakan yang 

berlaku, sehingga 
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dapat meningkatkan 

kemakmuran 

ekonomi. 

7. 

Ali Rokhman, 

Waluyo Handoko, 

Tobirin Tobirin, 

Iman Sulaiman 

(2023) 

The Effects of E-

Government, E-

Billing and E-

Filing on Taxpayer 

Compliance: A 

Case of Taxpayers 

in Indonesia 

Variabel 

Independen: E-

Government, E-

Billing and E-

Filing 

Variabel 

Dependen: 

Taxpayer 

Compliance 

Kuantitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa penerapan e-

government 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak, 

penerapan e-billing 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak, dan 

penerapan e-SPT 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

8. 

Annathasia P 

Erasashanti, 

Yohanes Ferry 

Cahaya, Rizki 

Yuniarti, 

Muhammad 

Rifaldi, Johan 

Hendri Prasetyo 

(2024) 

 

Variabel 

Independen: Tax 

Sanctions, Tax 

System, 

Knowledge of 

Taxation, Tax 

Socialization, 

Income Level 

Variabel 

Depnden: 

Kuantitaif 

Penelitian ini 

menemukan bahwa 

pendidikan publik 

tentang pajak tidak 

berdampak 

signifikan terhadap 

kepatuhan dalam 

domain khusus ini. 

Faktor-faktor yang 

memengaruhi 
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The Role of 

Taxpayer 

Awareness in 

Enhancing Vehicle 

Tax Compliance in 

Indonesia: An 

Attribution Theory 

Approach 

Taxpayer 

Compliance 

Variabel 

Moderasi: 

Taxpayer 

Awareness 

kesadaran wajib 

pajak meliputi 

aturan pajak, 

peningkatan sistem, 

pengetahuan pajak, 

pendidikan publik, 

dan tingkat 

pendapatan. 

Implikasi penelitian 

memberikan 

panduan berharga 

yang secara khusus 

disesuaikan untuk 

para pembuat 

kebijakan dan 

otoritas pajak yang 

menangani 

perpajakan 

transportasi. 

Menekankan 

pentingnya denda 

pajak, modernisasi 

sistem, dan program 

kesadaran wajib 

pajak yang 

disesuaikan dapat 

mendorong 

peningkatan 

kepatuhan dalam 

domain perpajakan 

kendaraan 

bermotor. 
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9. 

Arlita Bhakti 

Faidani1, Dwi 

Soegiarto Diah 

Ayu Susanti (2023) 

 

Pengaruh 

Kesadaran Pajak, 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan, Sanksi 

Perpajakan, Dan 

Kualitas Pelayanan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Dengan 

Sosialisasi Sebagai 

Variabel Moderasi 

Variabel 

Independen: 

Kesadaran Pajak, 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan, 

Sanksi 

Perpajakan, Dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Variabel 

Dependen:  

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Variabel 

Moderasi: 

Sosialisasi 

Kuantitatif 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

pemahaman 

peraturan 

perpajakan, sanksi 

perpajakan, dan 

kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. Sementara 

itu, kesadaran pajak 

tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. Selain itu, 

sosialisasi 

perpajakan 

memperkuat 

hubungan antara 

kesadaran pajak, 

sanksi perpajakan, 

dan kualitas 

pelayanan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak, tetapi tidak 

memoderasi 

hubungan antara 

pemahaman 

peraturan 
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perpajakan dan 

kepatuhan wajib 

pajak. Hasil 

penelitian ini dapat 

dijadikan referensi 

bagi pihak terkait 

dalam merumuskan 

kebijakan 

perpajakan. 

10. 

I Nyoman 

Darmayasa, Bagus 

Putra Wibawa, 

Ketut Nurhayanti 

(2020) 

 

E-filling dan 

Relawan Pajak 

Dalam 

Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi 

Variabel 

Independen: E-

filling, Relawan 

Pajak 

Variabel 

Dependen: 

Kepatuhan WPOP 

Kuantitatif 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa penerapan e-

filing serta peran 

relawan pajak 

memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

Namun, moderasi 

peran relawan pajak 

dalam hubungan 

antara penerapan e-

filing dan kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi tidak 

menunjukkan 

pengaruh yang 

signifikan. 

Penelitian ini 

menghadirkan 

inovasi dalam 
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mengkaji peran 

relawan pajak 

sebagai faktor yang 

dapat meningkatkan 

kepatuhan pajak. 

Temuan ini 

memberikan 

kontribusi praktis 

bagi otoritas pajak 

untuk 

mengoptimalkan 

peran relawan pajak 

serta mendorong 

wajib pajak untuk 

memanfaatkan 

dukungan relawan 

pajak guna 

meningkatkan 

kepatuhan mereka. 

Sumber: Data Diolah, 2024 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi-studi sebelumnya, terutama dalam hal fokus 

pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mayoritas penelitian terdahulu 

juga menganalisis variabel-variabel seperti tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak 

sebagai faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, perbedaan yang 

signifikan terletak pada konteks wajib pajak yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini 

secara khusus menargetkan wajib pajak bisnis online, sebuah segmen yang semakin relevan 

seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan 

pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi yang belum banyak dibahas dalam studi-studi 

sebelumnya. Kombinasi ketiga variabel independen, yaitu tarif pajak, sanksi pajak, dan 

kesadaran pajak, dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, belum banyak dieksplorasi 

secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam literatur 

dengan mengintegrasikan variabel moderasi dan kombinasi variabel independen tersebut 
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dalam konteks pajak bisnis online, yang diharapkan dapat memperkaya pemahaman terkait 

kepatuhan pajak di era digital. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Theory of Blanned Behavior 

Prinsip agregasi menyatakan bahwa sikap umum dan ciri kepribadian seseorang memang 

berperan dalam membentuk perilaku manusia, namun tidak memberikan gambaran yang 

memadai tentang variasi perilaku dalam situasi spesifik maupun memungkinkan prediksi 

perilaku tertentu di situasi tertentu. Prinsip ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa meskipun 

karakteristik umum individu mempengaruhi perilaku, dampaknya hanya terlihat secara jelas 

bila dilihat dalam sampel perilaku yang luas, teragregasi, dan relevan. Dalam konteks tertentu, 

pengaruh langsung dari faktor-faktor yang lebih spesifik cenderung lebih besar dibandingkan 

pengaruh sikap umum atau ciri kepribadian (Ajzen, 1991b). 

Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa dampak sikap umum dan kepribadian terhadap 

perilaku tertentu terjadi secara tidak langsung. Artinya, mereka memengaruhi faktor-faktor lain 

yang lebih relevan dengan perilaku dalam konteks tertentu, seperti situasi sosial atau kondisi 

lingkungan, yang pada akhirnya lebih menentukan tindakan individu. Jadi, prinsip agregasi 

menekankan bahwa untuk memahami pengaruh sikap dan kepribadian secara efektif, kita perlu 

mempertimbangkan pola perilaku yang lebih luas daripada sekadar berfokus pada satu tindakan 

di satu situasi. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pengaruh sikap dan karakter 

individu dalam skala yang lebih besar, meskipun dalam situasi tertentu dampak langsungnya 

mungkin lebih lemah dibandingkan faktor-faktor situasional yang lebih spesifik (Ajzen, 

1991b). 

Theory of Planned Behavior merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action yang 

dikembangkan guna mengatasi berbagai keterbatasan yang terdapat pada model sebelumnya. 

Model awal teori tindakan yang beralasan berfokus pada hubungan antara niat dan perilaku, 

tetapi teori tersebut terbatas dalam menjelaskan perilaku yang berada di luar kendali penuh 

individu. Dalam teori ini, efek umpan balik dari perilaku terhadap faktor-faktor sebelumnya 

disederhanakan untuk memudahkan pemahaman. Sebagaimana pada model dasarnya, 

komponen utama dalam Theory of Planned Behavior adalah intensi atau niat individu dalam 
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melakukan suatu tindakan tertentu. Niat ini mencerminkan motivasi yang memengaruhi apakah 

seseorang akan melakukan tindakan tertentu. Niat tidak hanya menjadi tanda komitmen 

seseorang terhadap tindakan itu, tetapi juga mencerminkan tingkat usaha dan upaya yang 

mereka siapkan untuk mewujudkannya. Semakin tinggi tingkat intensi individu terhadap suatu 

perilaku, maka probabilitas perilaku tersebut untuk direalisasikan juga cenderung meningkat 

(Ajzen, 1991b). 

Penting untuk memahami bahwa niat untuk berperilaku hanya dapat diwujudkan menjadi 

tindakan nyata jika perilaku tersebut berada di bawah kendali kehendak individu. Artinya, 

seseorang harus memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan melakukan atau tidak 

melakukan tindakan tersebut. Jika faktor eksternal atau kendala tertentu membatasi kendali 

mereka, maka niat yang kuat sekalipun mungkin tidak selalu berujung pada pelaksanaan 

perilaku tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa, meskipun niat merupakan prediktor kuat untuk 

perilaku, faktor kontrol atau kendali juga berperan penting dalam menentukan apakah suatu 

perilaku benar-benar akan dilakukan (Ajzen, 1991b). 

2.2.2 Teori Atribusi  

Teori atribusi merupakan bagian fundamental dalam memahami proses persepsi manusia. 

Menurut pandangan Heider, individu secara naluriah terlibat dalam mekanisme psikologis 

yang berupaya mengaitkan pengalaman subjektif yang mereka alami dengan objek-objek yang 

terdapat dalam lingkungan sekitar. Objek-objek tersebut kemudian direkonstruksi secara 

kognitif, yang artinya ditafsirkan dan dihubungkan kembali dengan pengalaman seseorang, 

sehingga objek tersebut dapat dianggap sebagai sumber dari akibat yang dirasakan secara 

perseptual. Sebaliknya, saat individu berusaha membentuk representasi mental terhadap suatu 

objek, mereka cenderung menginternalisasi pengalaman tersebut ke dalam kerangka kognitif 

pribadi yang berasal dari proses pemikiran mereka sendiri (Hasanah et al., 2024). 

Teori atribusi sebagai mekanisme untuk memahami kausalitas atau penyebab suatu 

tindakan atau perilaku. Ketertarikannya pada kognisi sosial yakni cara orang memahami dan 

menilai orang lain mendorongnya untuk mengembangkan konsep atribusi lebih lanjut. Dalam 

konteks ini, atribusi adalah proses di mana seseorang berusaha menjelaskan penyebab di balik 

perilaku tertentu, sehingga dapat memahami alasan seseorang bertindak dengan cara tertentu. 

Atribusi kausalitas dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni atribusi yang 

bersifat personal dan atribusi yang bersifat impersonal. Atribusi personal merujuk pada 
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penyebab yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kepercayaan, hasrat, dan intensi, yang 

menjadi motivasi atau penggerak perilaku individu tersebu. Dengan kata lain, atribusi personal 

mengaitkan perilaku dengan faktor-faktor internal dan intensional dari individu. Di sisi lain, 

atribusi impersonal mengacu pada faktor eksternal, yaitu kekuatan atau keadaan yang tidak 

berhubungan dengan niat atau tujuan pribadi seseorang. Faktor-faktor eksternal ini dapat 

berupa kondisi lingkungan, keadaan yang mendesak, atau kejadian tak terduga yang 

memengaruhi perilaku seseorang tanpa adanya maksud Pribadi (Sulbahri & Kusuma, 2022) 

Dalam ranah persepsi sosial, orang cenderung berusaha menjelaskan penyebab di balik 

perilaku yang mereka amati, baik untuk memahami orang lain maupun untuk menafsirkan 

pengalaman mereka sendiri. Proses atribusi ini menjadi dasar dalam pembentukan persepsi 

sosial, di mana setiap orang terus-menerus berusaha memahami tindakan orang lain serta 

mengaitkannya dengan alasan atau sebab tertentu (Hasanah et al., 2024). 

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak  

Kepatuhan wajib pajak mengindikasikan bahwa individu atau entitas tersebut secara 

konsisten melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik 

dengan kesadaran sendiri maupun karena adanya tekanan. Kepatuhan secara sukarela 

menunjukkan bahwa wajib pajak secara aktif menjalankan kewajibannya dengan pemahaman 

akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. 

Sementara itu, kepatuhan yang muncul karena paksaan mencerminkan keadaan di mana wajib 

pajak menjalankan kewajibannya karena takut akan sanksi atau tindakan hukum dari lembaga 

perpajakan. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk membangun lingkungan yang kondusif 

terhadap kepatuhan sukarela di mana wajib pajak terdorong oleh kesadaran internal dalam 

menjalankan kewajiban perpajakan mereka, tanpa didasari oleh ketakutan terhadap potensi 

sanksi atau hukuman yang bersifat memaksa (Darmayasa et al., 2020).  

Wajib Pajak dapat dianggap mematuhi kewajiban pajak mereka tergantung pada 

kepemilikan pengetahuan yang memadai dan tingkat disiplin yang tinggi mengenai masalah 

pajak. Di Indonesia, pelaksanaan sistem Self-Assessment merupakan pendekatan strategis yang 

memberdayakan wajib pajak untuk secara aktif mengawasi kewajiban pajak mereka. Sistem 

ini mencakup beberapa karakteristik penting yang memfasilitasi kepatuhan, salah satunya 

termasuk kepastian hukum yang tegas mengenai ketentuan perpajakan, sehingga menanamkan 

kepercayaan pada Wajib Pajak saat mereka berusaha untuk memenuhi kewajiban mereka. 
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Selain itu, metodologi langsung untuk perhitungan pajak dan eksekusi yang tidak rumit 

mendukung wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan dengan 

menghadirkan hambatan yang sekecil mungkin (Tambun & Ananda, 2022). 
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2.2.4 Tarif Pajak  

Tarif pajak yang stabil akan menciptakan premis bagi bisnis dan individu yang melakukan 

bisnis daring dengan tanggung jawab sosial yang ingin mematuhi pajak dan memenuhi 

kewajibannya. Penelitian yang telah dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, 

khususnya di negara-negara berkembang. Studi tersebut juga mengemukakan pengaruh tarif 

pajak terhadap sikap dan tindakan kepatuhan pajak bisnis dan individu yang melakukan bisnis 

daring (Tishar & Hasanuzzaman, 2019). Meskipun tarif pajak berlaku untuk perusahaan dan 

individu yang berbeda di satu negara atau pada waktu yang berbeda, tidak dapat disangkal 

bahwa peran dan pengaruh tarif pajak dalam menciptakan perilaku pajak adalah berbagai 

kerangka hukum dan keadilan untuk mengatur perilaku bisnis dan bisnis daring individu yang 

membayar pajak (Musimenta, 2020). 

Tarif pajak mengacu pada persentase atau jumlah pajak yang diwajibkan untuk dibayar 

oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan objek atau dasar pajak yang berlaku. Berdasarkan Siti 

Resmi, tarif pajak dapat dibagi menjadi empat jenis. Pertama, tarif tetap, yang merupakan tarif 

yang tidak mengalami perubahan berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, 

tarif pajak bea materai termasuk dalam kategori ini. Kedua, tarif proporsional yang merupakan 

tarif dalam bentuk persentase tetap yang tidak berubah meskipun dasar pengenaan pajak 

bervariasi. Dalam jenis tarif ini, pajak yang dibayarkan akan semakin tinggi jika dasar 

pengenaan pajak juga tinggi, seperti yang berlaku pada PPN, PPnBM, dan PBB. Ketiga, tarif 

progresif merupakan tarif yang meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan 

pajak. Salah satu contoh penerapan tarif ini adalah pajak penghasilan (PPh) yang diberlakukan 

kepada Wajib Pajak di Indonesia. Terakhir, tarif degresif adalah tarif yang akan menurun ketika 

dasar pengenaan pajak meningkat. Pembagian tarif pajak ini bertujuan untuk membentuk 

sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien (Siti Resmi, 2016). 

2.2.5 Sanksi Pajak  

Mardiasmo mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat untuk 

memastikan agar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan dipatuhi oleh 

masyarakat. Sanksi ini menjamin bahwa norma yang ditetapkan dalam hukum perpajakan 

dapat ditaati oleh setiap Wajib Pajak. Tidak hanya sebagai alat pengendalian, sanksi perpajakan 

juga bertindak sebagai dorongan agar Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dengan 

disiplin. Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, pelanggaran terhadap aturan perpajakan 
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dapat dikurangi, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap hukum perpajakan dapat meningkat 

(Mulyati & Ismanto, 2021).  

2.2.6 Kesadaran Pajak 

Istilah kesadaran pajak digunakan untuk menjelaskan proses kognitif dalam menyadari 

perlunya membayar pajak, mematuhi peraturan perpajakan, dan selanjutnya membayar pajak 

(Zanaria & Lestari, 2020). Demikian pula kesadaran wajib pajak sebagai sikap yang melibatkan 

pandangan, keyakinan, penalaran, dan pengetahuan yang mempengaruhi disposisi manusia 

untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan perpajakan (Ratnawati et al., 2019). Kesadaran 

pajak memegang peran penting dalam mengatasi kendala perencanaan ekonomi negara yang 

sering terhambat akibat rendahnya kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Tingkat kesadaran pajak yang rendah 

mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak, yang pada akhirnya 

memengaruhi pembangunan dan kesejahteraan umum. Kesadaran ini dapat diukur melalui 

tingkat kedisiplinan dan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan yang ada, yang mencakup pelaporan, pembayaran yang tepat waktu, 

serta pemahaman mengenai dampak positif kontribusi pajak terhadap perkembangan negara. 

Dengan meningkatkan kesadaran pajak, diharapkan masyarakat lebih proaktif dalam 

menjalankan kewajibannya, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat dan mendukung 

stabilitas perekonomian (Indrati & Marceggiani, 2023). 

2.2.7 Pengetahuan Pajak 

Pemahaman masyarakat terhadap aturan perpajakan, baik melalui pendidikan formal 

maupun nonformal, memberikan dampak yang menguntungkan terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak 

pada wajib pajak mencakup pemahaman individu terhadap berbagai aspek perpajakan dan 

kemampuan untuk menerapkannya dalam kewajiban pembayaran pajak. Pengetahuan ini 

meliputi pemahaman tentang ketentuan dasar serta prosedur pelaksanaan perpajakan, seperti 

prosedur pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), tata cara pembayaran pajak, 

lokasi pembayaran, sanksi denda, serta batas waktu untuk melaporkan atau membayar pajak 

(Zaikin et al., 2022).  
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2.2.8 Pajak Menurut Perspektif Islam 

Dalam hukum Islam, terdapat dua pandangan mengenai pajak. Pandangan pertama 

mendukung keabsahan pajak, menganggapnya sebagai kewajiban tambahan setelah zakat. 

Pajak dianggap sah dan bahkan diwajibkan sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri, 

yaitu pemimpin atau pemerintah yang sah. Dengan demikian, pajak dilihat sebagai kontribusi 

tambahan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umum, serupa dengan 

zakat namun ditetapkan oleh pemerintah. Di sisilain, pandangan kedua menganggap pajak 

sebagai bentuk penindasan atau ketidakadilan, dan karena itu dianggap haram. Mereka yang 

berpegang pada pandangan ini berpendapat bahwa kewajiban utama dalam harta adalah zakat, 

dan penambahan kewajiban di luar itu dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam 

(Haskar, 2020). 

 Secara etimologis, istilah pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Dharibah. Kata 

ini memiliki berbagai arti, antara lain mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, 

menjelaskan, dan membebankan. Dalam konteks pajak, makna yang diambil adalah terkait 

dengan kewajiban atau pembebanan yang harus ditunaikan oleh masyarakat kepada negara 

sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi untuk kepentingan bersama. Sehingga, 

istilah Dharibah tidak hanya mencerminkan sekadar pungutan, tetapi juga adanya penetapan 

atau kewajiban yang harus ditaati oleh setiap individu sesuai aturan yang ditetapkan oleh 

otoritas pemerintah (Hakim, 2021) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putra, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak dan 

zakat memiliki perbedaan mendasar dalam Islam, di mana pajak tidak dapat menggantikan 

kewajiban zakat, dan pembayaran pajak juga tidak bisa dianggap sebagai zakat. Menurutnya, 

zakat merupakan kewajiban khusus yang peruntukannya telah diatur dalam syariat Islam. Dana 

zakat yang terkumpul harus disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu, yakni fakir, 

miskin, ibnu sabil, ghorimin, amil, muallaf, fisabilillah, dan riqab. Sebaliknya, pajak berperan 

sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai sektor 

public seperti ekonomi, sosial, keamanan, politik, dan kegiatan lainnya yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah (Putra, 2023). 

Terdapat sebuah ayat dalam Al-Qur’an yang dapat dikaji berkaitan dengan konsep pajak, 

yaitu Surah Al-Kahfi ayat 94: 

نْ تجَْعلََ بيَْنَنَا وَبَيْنهَُمْ سَدًّاقَالوُا يَا ذاَ الْقرَْنَيْنِ إِنَّ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِدوُنَ فيِ الْْرَْضِ فَهَلْ نَجْعلَُ لكََ خَرْجًا عَلىَٰ أَ   
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Artinya: “Mereka berkata "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-

orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu 

pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"” 

Adapun tafsir Al-Qurthubi (Hakim, 2021) sebagai berikut: 

“Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa raja diwajibkan atasnya untuk melaksanakan 

perlindungan makhluq (yang berada di bawah kekuasaannya) dalam hal menjaga kelestarian 

entitas mereka, menutupi kekurangan mereka, memperbaiki perbatasan mereka, (dibiayai) 

dari harta mereka yang dia ambil dari mereka, dan hak-hak yang dikumpulkan kas-kas dalam 

kuasa dan pengawasannya” 

2.3 Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online  

Tarif pajak memiliki kaitan yang erat dengan theory of planned behavior terutama dalam 

konsep keyakinan normatif, yaitu keyakinan seseorang tentang ekspektasi dari orang lain atau 

lingkungan sosialnya terkait persetujuan terhadap suatu tindakan yang pada gilirannya 

mendorong individu tersebut untuk memenuhi kewajibannya (Ajzen, 1991b). Dalam konteks 



32 

 

 

perpajakan, tarif pajak yang merupakan persentase yang digunakan untuk menentukan jumlah 

pajak yang harus dibayar, dapat memengaruhi persepsi serta perilaku kepatuhan wajib pajak. 

Misalnya, ketika tarif pajak dianggap sesuai atau adil, wajib pajak mungkin lebih termotivasi 

untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela, sesuai dengan harapan lingkungan sosialnya 

(Owusu et al., 2023). Normative belief ini berperan penting dalam membentuk perilaku 

kepatuhan karena individu cenderung ingin mengikuti norma atau harapan yang dirasakan dari 

masyarakat atau rekan-rekannya (Ajzen, 1991b). Dengan demikian, tarif pajak bukan hanya 

sekadar angka yang digunakan dalam perhitungan pajak, tetapi juga elemen penting yang dapat 

mendorong kepatuhan berdasarkan faktor sosial dan psikologis yang diinternalisasi oleh wajib 

pajak. Analisis lebih lanjut mengenai hubungan antara tarif pajak dan normative belief dapat 

membantu memperkuat strategi peningkatan kepatuhan pajak secara lebih efektif. Pada 

penelitian Cahyani menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak, baik secara keseluruhan maupun secara terpisah (Cahyani & Noviari, 

2019).  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online  

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online  

Sanksi perpajakan terkait erat dengan konsep control belief dalam theory of planned 

behavior, yaitu keyakinan individu mengenai faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau 

menghalangi perilaku mereka. Dalam hal ini, control belief berperan dalam membentuk 

pandangan wajib pajak mengenai sejauh mana mereka mampu atau terdorong untuk mematuhi 

peraturan pajak (Ajzen, 1991b). Berdasarkan teori pengambilan keputusan, penerapan sanksi 

yang berat sering dipandang sebagai langkah yang efektif untuk mendorong kepatuhan pajak. 

Dengan diterapkannya sanksi yang jelas, diharapkan wajib pajak merasa terdorong untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan mereka guna menghindari akibat negatif. Sanksi perpajakan 

ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegah, tetapi juga sebagai motivasi bagi wajib pajak untuk 

mematuhi peraturan yang berlaku (Mulyati & Ismanto, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh 

Cahyani menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak (Cahyani & Noviari, 2019). Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Pihany dan Andriani, yang menunjukkan bahwa sanksi pajak terbukti efektif dalam 
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mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak pada berbagai aspek (Pihany & Andriani, 

2022). 

Dari hasil penelitian sebelumnya memberikan landasan teoritis yang kuat untuk melakukan 

pengujian hipotesis sebagai berikut: 

H2: Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online  

Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online 

Prinsip agregasi dan Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan penjelasan mengenai 

dampak kesadaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang menjalankan bisnis 

online. Prinsip agregasi menekankan bahwa sikap umum, seperti kesadaran pajak, 

memengaruhi perilaku patuh, namun dampaknya lebih terlihat dalam pola perilaku yang 

konsisten daripada tindakan tunggal. Dalam teori ini menjadi penentu utama perilaku, yang 

dipengaruhi oleh kesadaran pajak sebagai motivasi dasar. Namun, niat tersebut hanya akan 

diwujudkan jika didukung oleh kontrol perilaku yang dirasakan, seperti pemahaman aturan 

pajak, akses mudah ke sistem pembayaran, dan dukungan teknologi. Dengan demikian, 

meningkatkan kesadaran pajak serta mengatasi hambatan eksternal merupakan faktor penting 

untuk mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan di kalangan pelaku bisnis online. 

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Zanaria dan Lestari yang menunjukkan bahwa kesadaran 

pajak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Zanaria & Lestari, 

2020). 

Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H3: Kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online  

Pengetahuan pajak memodrasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis 

online 

Teori atribusi menjelaskan bagaimana manusia memahami penyebab di balik suatu 

tindakan atau perilaku berdasarkan proses kognitif yang menghubungkan pengalaman subjektif 

dengan faktor yang berasal dari dalam diri atau luar diri (Hasanah et al., 2024). Dalam konteks 

perpajakan, teori ini relevan untuk menjelaskan hubungan antara tarif pajak, pengetahuan 

pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dapat berfungsi sebagai variabel 

moderasi yang mempengaruhi hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui 
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mekanisme atribusi. Ketika individu memiliki pemahaman pajak yang baik, mereka lebih 

mungkin mengaitkan kewajiban pajak dengan faktor internal, seperti tanggung jawab dan 

kepatuhan moral. Sebaliknya, jika pengetahuan pajak rendah, individu cenderung melihat tarif 

pajak sebagai hambatan eksternal atau atribusi impersonal, seperti beban yang terlalu berat atau 

kebijakan yang tidak adil, yang dapat mengurangi kepatuhan. Oleh karena itu, pengetahuan 

pajak yang memadai dapat membantu wajib pajak menafsirkan tarif pajak secara positif, 

mendorong kepatuhan, dan mengurangi resistensi terhadap kewajiban perpajakan (Ellawule, 

2024). 

Dari hasil penelitian sebelumnya memberikan landasan teoritis yang kuat untuk melakukan 

pengujian hipotesis sebagai berikut: 

H4: Pengetahuan pajak memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis 

online 

Pengetahuan pajak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis 

online 

Teori atribusi menjelaskan bagaimana manusia memahami penyebab di balik suatu 

tindakan atau perilaku berdasarkan proses kognitif yang menghubungkan pengalaman subjektif 

dengan faktor internal (atribusi personal) atau eksternal (atribusi impersonal) (Hasanah et al., 

2024). Dalam ranah perpajakan, teori ini digunakan untuk menginterpretasikan keterkaitan 

antara tarif pajak, tingkat pengetahuan perpajakan, dan perilaku kepatuhan wajib pajak. 

Sementara sanksi pajak berperan sebagai faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi 

tingkat kepatuhan, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi tingkat pengetahuan 

perpajakan yang dimiliki oleh individu tersebut. Wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang 

baik cenderung melihat sanksi sebagai pengingat tanggung jawab (atribusi personal), sehingga 

meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, mereka yang memiliki pengetahuan rendah lebih 

mungkin memandang sanksi sebagai tekanan eksternal (atribusi impersonal), yang berpotensi 

memicu resistensi. Pengetahuan pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat 

pengaruh sanksi, karena melalui tingkat pemahaman yang memadai, wajib pajak memiliki 

kapasitas untuk menilai konsekuensi secara rasional dan meningkatkan kepatuhan. Oleh karena 

itu, edukasi dan literasi pajak menjadi kunci dalam memastikan sanksi berfungsi optimal untuk 

mendorong perilaku patuh. 

Dengan demikian, diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: 
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H5: Pengetahuan pajak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis 

online 

Pengetahuan pajak memodrasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak  

Teori atribusi mengemukakan bahwa individu menafsirkan penyebab suatu perilaku 

dengan mengaitkannya pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri (atribusi internal) 

maupun dari lingkungan luar (atribusi eksternal). Dalam konteks perpajakan, kesadaran pajak 

mencerminkan atribusi personal, di mana individu menganggap kewajiban dalam membayar 

pajak dipandang sebagai bentuk tanggung jawab yang melekat secara moral dan sosial, 

mencerminkan kontribusi individu terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 

secara kolektif. Kesadaran ini mendorong kepatuhan dengan didukung nilai-nilai seperti 

integritas dan kontribusi terhadap masyarakat. Namun, hubungan ini dipengaruhi oleh 

pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. Individu dengan pengetahuan pajak yang baik 

cenderung memahami kewajiban pajak secara rasional, memperkuat atribusi personal yang 

mendorong kepatuhan. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan pajak dapat mengarah pada 

atribusi impersonal, di mana pajak dianggap sebagai beban yang dipaksakan oleh faktor 

eksternal, sehingga melemahkan efek kesadaran pajak terhadap kepatuhan. Dengan demikian, 

wawasan perpajakan memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara tingkat 

kesadaran pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang 

berlaku. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak memerlukan kombinasi antara 

peningkatan kesadaran dan pengetahuan pajak agar individu dapat memenuhi kewajibannya 

dengan pemahaman dan tanggung jawab yang lebih baik. 

H6: Pengetahuan pajak memoderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis 

online 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini diterapkan melalui metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yang 

memfokuskan pada pengolahan data dalam bentuk angka untuk memperoleh gambaran yang 

sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kuantitatif 

merupakan pendekatan yang didasarkan pada filsafat positivisme, yang menekankan 

pentingnya pengamatan dan pengalaman empiris dalam mendapatkan pengetahuan. Metode ini 

digunakan untuk menyelidiki fenomena tertentu dengan cara yang sistematis, mengumpulkan 

data numerik dari sampel atau populasi yang representatif. Pendekatan kuantitatif ini bertujuan 

untuk menggambarkan serta menganalisis data secara statistik, sehingga hasilnya dapat 

memberikan gambaran yang objektif tentang fenomena yang diteliti.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Peneliti fokus pada identifikasi wajib pajak yang menjalankan bisnis online dan terdaftar 

di platform Shopee, khususnya yang berada di wilayah Malang. Meraka merupakan bagian dari 

beberapa komunitas UMKM Malang, UMKM di kota Malang sebesar 29.058 menurut BPS 

Kota Malang 2024. 

3.3 Populasi dan Sampel  

Penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling, yaitu suatu metode pemilihan sampel 

yang dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari responden 

yang dianggap paling sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian. Penggunaan teknik ini 

dimaksudkan agar peneliti dapat memfokuskan pengumpulan data pada elemen-elemen 

populasi yang memiliki karakteristik spesifik sesuai dengan tujuan studi, sehingga informasi 

yang diperoleh lebih tepat sasaran dan memiliki relevansi tinggi dalam menjawab rumusan 

masalah penelitian. Melalui penerapan metode purposive sampling, peneliti dapat menjamin 

bahwa responden yang terlibat dalam penelitian memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah 

ditetapkan sebelumnya sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih 

komprehensif terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian. Kriteria responden yang telah 

ditetapkan oleh peneliti meliputi: 
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a. Responden dalam penelitian ini adalah individu-individu yang menjalankan usaha bisnis 

online melalui platform Shopee dan juga merupakan anggota dari komunitas usaha yang berada 

di Malang 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 160 sampel. 

Perhitungan jumlah sampel ini didasarkan pada rumus yang diusulkan oleh (Hair Jr. et al., 

2022), di mana jumlah item indikator dikalikan dengan angka 10. Dalam konteks penelitian 

ini, terdapat total 24 item indikator yang mewakili variabel laten yang diteliti.  

n= Jumlah Indikator x 10 

n= 16 X 10 

n= 160 

 Instrumen kuesioner dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil studi literatur yang 

telah dilakukan sebelumnya, serta disesuaikan dengan konteks penelitian yang tengah dikaji. 

Untuk mengukur setiap variabel, digunakan skala Likert lima poin, di mana nilai 1 

menunjukkan tingkat ketidaksetujuan yang sangat tinggi, dan nilai 5 menunjukkan tingkat 

persetujuan yang sangat tinggi. Skala ini memberikan fleksibilitas kepada responden dalam 

mengekspresikan sikap mereka secara lebih rinci terhadap setiap pernyataan. Oleh karena itu, 

pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih representatif terkait 

pandangan dan sikap responden terhadap isu yang diteliti, sehingga mendukung proses analisis 

yang lebih mendalam terhadap variabel-variabel dalam studi ini (Pihany & Andriani, 2022). 

Tabel 3.2 

Skor Skala Likert 

No Keterangan Skor 

1 Sangat Tidak Setuju 1 

2 Tidak Setuju 2 

3 Ragu-Ragu 3 

4 Setuju 4 
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5 Sangat Setuju 5 

Sumber: (Pihany & Andriani, 2022) 

Melalui penerapan metode ini, peneliti dapat memastikan bahwa sampel yang dipilih 

memiliki ukuran yang cukup representatif, sehingga dapat mendukung analisis data yang lebih 

tepat dan dapat dipercaya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan validitas 

serta kemampuan untuk menggeneralisasi temuan penelitian kepada populasi yang lebih luas. 

3.5 Data dan Jenis Data 

Penelitian ini mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui 

pengisian kuesioner. Kuesioner tersebut dirancang dan disebarkan secara online menggunakan 

platform Google Forms, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan tanggapan 

responden dengan lebih mudah dan cepat. Penggunaan Google Forms juga memudahkan 

pengelolaan dan pengolahan data yang dikumpulkan untuk keperluan analisis dalam penelitian 

ini. Kuesioner dalam penelitian ini disebarkan melalui berbagai platform media sosial, 

termasuk WhatsApp dan Instagram. Penyebaran melalui media sosial ini bertujuan untuk 

menjangkau lebih banyak responden dengan lebih efektif, memanfaatkan aksesibilitas dan 

popularitas kedua platform tersebut (Darmayasa et al., 2020). 

3.6 Definisi Operasional Variabel  

 Penelitian ini melibatkan tiga variabel independen, satu variabel dependen, dan satu 

variabel moderasi yang dijelaskan sebagai berikut:  

3.6.1 Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel-variabel yang disebutkan di atas seringkali dikenal sebagai variabel stimulus, 

prediktor, atau anteseden dalam penelitian. Dalam istilah bahasa Indonesia, variabel-variabel 

tersebut umumnya disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas dapat didefinisikan sebagai 

faktor yang memiliki pengaruh terhadap, atau dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada 

variabel dependen atau terikat. Peran variabel bebas sangat penting dalam penelitian karena 

mereka dapat memengaruhi dan menginduksi munculnya efek atau perubahan pada variabel 

lain yang diamati. Dengan demikian, pemahaman mengenai peran dan karakteristik variabel 

bebas menjadi kunci dalam menganalisis hubungan antar variabel dalam suatu penelitian 

(Sugiyono, 2017). 
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3.6.1.1 Tarif Pajak (X1) 

Tarif pajak adalah persentase yang diterapkan untuk menentukan jumlah pajak yang harus 

dibayar oleh wajib pajak. Dalam kerangka sistem perpajakan, tarif ini berperan penting karena 

menentukan besaran kewajiban pajak yang perlu disetor berdasarkan penghasilan atau objek 

pajak lainnya. Variasi tarif pajak dapat ditemukan pada berbagai jenis pajak, seperti pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan, tarif pajak umumnya 

ditentukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perpajakan yang sedang diberlakukan. 

Dengan memahami tarif pajak, wajib pajak dapat melakukan perencanaan keuangan yang lebih 

baik dan memperkirakan kewajiban perpajakan mereka (Cahyani & Noviari, 2019).  

3.6.1.2 Sanksi Pajak (X2) 

Sanksi pajak berperan sebagai kewajiban ekstra bagi wajib pajak yang merupakan bagian 

dari kontribusi terhadap negara, dan kewajiban ini dilandasi oleh ketentuan hukum yang 

memungkinkan penegakannya secara paksa bila diperlukan. Sebagai instrumen pengawasan, 

sanksi pajak dirancang untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta memastikan bahwa 

aturan perpajakan yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan. Hal ini juga bertujuan untuk 

menjamin penerimaan pajak yang optimal demi kepentingan dan keberlangsungan pembiayaan 

negara (Denny Erica, 2021). Sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo pada penelitian 

Cahyani dan Noviari, sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan bahwa 

ketentuan dalam undang-undang perpajakan dilaksanakan dan dipatuhi oleh wajib pajak. 

Dengan adanya sanksi, diharapkan Wajib pajak diharapkan dapat menunjukkan tingkat 

kedisiplinan yang lebih tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, karena 

konsekuensi yang ditetapkan melalui sanksi akan membantu memperkuat aturan dan 

mendorong kesadaran untuk patuh terhadap regulasi yang berlaku (Cahyani & Noviari, 2019). 

3.6.1.2 Kesadaran Pajak (X3)  

Kesadaran pajak mencerminkan pemahaman dan kesungguhan individu atau badan hukum 

untuk menaati ketentuan perpajakan tanpa paksaan, serta kemauan agar dapat melaksanakan 

kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kesadaran ini 

tumbuh dari pengetahuan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan didukung 

oleh sikap positif masyarakat terhadap fungsi perpajakan. Seiring perkembangan masyarakat 

dan pemerintah, kesadaran pajak cenderung meningkat, disertai dengan sikap kritis terhadap 

kebijakan perpajakan. Dengan tingkat kesadaran yang baik, wajib pajak secara sukarela 
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memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak sebagai wujud kewajiban terhadap negara 

(Hantono, 2021). 

3.6.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Dalam penelitian ilmiah, memahami variabel terikat sangat penting karena variabel ini 

menjadi indikator utama dalam mengukur sejauh mana variabel bebas memengaruhi atau 

menentukan perubahan yang terjadi. Peneliti menggunakan variabel terikat untuk mengukur 

outcome atau hasil yang diharapkan, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan 

sebab-akibat di dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2017). 

3.6.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

McMahon pada penelitian Sa’diyah menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan suatu sikap 

yang mencerminkan kerelaan seseorang untuk menjalankan kewajibannya, baik berdasarkan 

kesadaran pribadi maupun karena adanya dorongan atau tekanan tertentu. Sikap ini 

mengarahkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan harapan yang ditetapkan. Dalam 

konteks perpajakan, kepatuhan memiliki makna khusus bagi Wajib Pajak, yaitu individu atau 

entitas yang memenuhi persyaratan perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan (Hanina Halimah Sa’diyah et al., 2021).  

3.6.3 Variabel Moderasi  

Variabel moderasi berperan sebagai elemen yang dapat memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam konteks analisis penelitian, 

variabel moderasi memberikan penjelasan mengenai mekanisme atau kondisi yang 

memengaruhi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, 

keberadaan variabel moderasi dapat membuat hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas 

menjadi lebih signifikan atau sebaliknya, kurang berpengaruh, tergantung pada karakteristik 

dan konteks variabel moderasi tersebut (Sugiyono, 2017). 

3.6.3.1 Pengetahuan Pajak (Z) 

Pengetahuan perpajakan merujuk pada kemampuan individu sebagai warga negara untuk 

memahami aturan terkait pemungutan pajak, termasuk tarif pajak yang berlaku, cara penilaian 

pajak yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan undang-undang, serta informasi tentang 

potongan atau insentif pajak. Pemahaman ini sangat penting hal ini disebabkan karena variabel 
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tersebut tidak hanya mendukung wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat, 

tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana pengurangan pajak dapat mendukung 

kesejahteraan hidup mereka. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat 

berkontribusi pada pembangunan negara sekaligus memanfaatkan hak-hak perpajakan yang 

tersedia secara optimal (Ali & Choiruddin, 2021). 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator Item Referensi 

Tarif Pajak 

(X1) 

Tarif pajak 

merupakan 

persentase 

yang 

digunakan 

sebagai 

dasar untuk 

menghitung 

total pajak 

yang harus 

dibayarkan 

oleh wajib 

pajak 

Tarif pajak 

yang dikenakan 

secara 

proporsional 

atau dikenakan 

sesuai dengan 

tingkat 

penghasilan 

Wajib pajak 

merasa 

penerapan tarif 

pajak sesuai 

dengan 

kemampuan 

saya untuk 

membayar 

kewajiban 

pajak 

(Yulia & 

Muanifah, 

2021) 

(Permata & 

Zahro, 2022) 

Tarif pajak 

yang berlaku di 

Indonesia 

Wajib pajak 

merasa tarif 

pajak yang 

diterapkan di 

Indonesia 

sudah sesuai 

dengan tingkat 

penghasilan 

wajib pajak 

Tarif 0,5% 

lebih 

Tarif pajak 

sebesar 0,5% 
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menguntungka

n dibanding 1% 

final 

lebih 

menguntungka

n bagi wajib 

pajak 

dibandingkan 

tarif 

sebelumnya 

yang sebesar 

1% (final) 

Sanksi Pajak 

(X2) 

Sanksi pajak 

berfungsi 

sebagai 

kewajiban 

tambahan 

bagi wajib 

 pajak yang 

merupakan 

bagian dari 

kontribusi 

terhadap 

negara, dan 

kewajiban 

ini dilandasi 

oleh 

ketentuan 

hukum 

Keterlambatan 

melaporkan 

dan 

membayarkan 

Wajib pajak 

sering 

dikenakan 

sanksi 

administrasi 

berupa denda 

akibat 

keterlambatan 

(Mulyati 

& Ismanto, 

2021) 

Penerapan 

sanksi 

Sanksi 

diterapkan 

tepat waktu 

oleh Wajib 

Pajak setelah 

melakukan 

pelanggaran 

Penghapusan 

sanksi 

meningkatkan 

kepatuhan 

Penghapusan 

sanksi pajak 

akan membuat 

wajib pajak 

lebih sering 

melaporkan 
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SPT tepat 

waktu 

Kesadaran 

Pajak (X3) 

Kesadaran 

pajak adalah 

pemahaman 

dan 

kesungguhan 

individu atau 

badan untuk 

menaati 

kewajiban 

pajak secara 

sukarela 

sebagai 

tanggung 

jawab 

terhadap 

pembanguna

n negara. 

 

Kesadaran dari 

niat individu 

Wajib pajak 

memiliki niat 

yang kuat 

untuk 

membayar 

pajak karena 

saya 

memahami 

pentingnya 

pajak bagi 

pembangunan 

negara. 

(Firmans

yah, 2022) 

Kesadaran 

sebagai warga 

negara dalam 

merespon pajak 

Wajib pajak 

menganggap 

pembayaran 

pajak sebagai 

kewajiban 

moral yang 

harus dipenuhi 

sebagai warga 

negara. 

Kesadaran 

pemenuhan 

kewajiban 

perpajakan  

Wajib pajak 

selalu 

memastikan 

untuk 

membayar 

pajak tepat 

waktu sebagai 

bagian dari 



44 

 

 

kewajiban 

saya. 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Y) 

Kepatuhan 

wajib pajak 

menunjukka

n bahwa 

individu atau 

entitas 

tersebut akan 

melaksanaka

n kewajiban 

perpajakan 

dan 

melakukan 

pembayaran 

pajak baik 

secara 

sukarela 

maupun 

karena 

adanya 

tekanan atau 

paksaan. 

Mendaftarkan 

diri 

Adanya 

ancaman sanksi 

perpajakan 

meningkatkan 

kesadaran 

wajib pajak 

untuk 

mendaftarkan 

diri dan 

memenuhi 

kewajiban 

perpajakan 

mereka 

(Ristiyan

a et al., 

2024) 

Menghitung 

pajak 

Wajib pajak 

secara rutin 

melakukan 

perhitungan 

pajak sebelum 

jatuh tempo 

Membayar  Wajib pajak 

selalu 

membayar 

pajak tepat 

waktu sesuai 

dengan jatuh 

tempo yang 

ditentukan. 

Pelaporan  Wajib pajak 

tidak 
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melakukan 

manipulasi data 

dalam 

pelaporan SPT 

Pengetahuan 

Pajak (Z) 

Pengetahuan 

perpajakan 

adalah 

kemampuan 

memahami 

aturan pajak, 

termasuk 

tarif, 

penilaian, 

dan insentif, 

yang 

membantu 

wajib pajak 

memenuhi 

kewajiban 

serta 

memanfaatk

an hak 

perpajakan 

secara 

optimal. 

 

Pengetahuan 

mengenai 

sistem 

perpajakan di 

Indonesia 

Wajib pajak 

memahami 

prosedur 

pembayaran 

pajak 

menggunakan 

sistem 

elektronik, 

seperti e-

billing. 

(Zaikin 

et al., 2022) 

Pengetahuan 

mengenai 

ketentuan 

umum dan tata 

cara perpajakan  

Wajib pajak 

memahami 

ketentuan 

umum dan tata 

cara 

perpajakan, 

termasuk 

prosedur 

pelaporan, 

pembayaran, 

serta sanksi 

yang berlaku, 

sebagai bagian 

dari 

pengetahuan 

wajib pajak 

tentang pajak. 
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Pengetahuan 

mengenai 

fungsi 

perpajakan 

Wajib pajak 

memahami 

fungsi 

perpajakan 

sebagai sumber 

pendapatan 

negara yang 

mendukung 

pembangunan 

dan pelayanan 

publik. 

Sumber: Data Diolah, 2024 

3.7 Metode Analisis Data 

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Squares 

(PLS), yang merupakan salah satu jenis dari Structural Equation Modeling (SEM). PLS dipilih 

karena kemampuannya yang kuat dalam menangani data tanpa memerlukan asumsi distribusi 

data tertentu dan juga efektif dalam mengatasi masalah multikolinearitas antara variabel 

(Sihombing & Arsani, 2022). Untuk memproses data, penelitian ini menggunakan perangkat 

lunak SmartPLS yang dirancang untuk menganalisis hubungan antar variabel. Dalam analisis 

PLS, model yang diterapkan terbagi menjadi dua kategori, yaitu model pengukuran (outer 

model) dan model struktural (inner model).  

3.7.1 Model Pengukuran (Outer Model) 

Outer Model menggambarkan keterkaitan antara konsep yang bersifat abstrak (variabel 

laten) dengan item pertanyaan atau pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur (indikator). 

Berdasarkan pedoman yang diberikan oleh (Hair Jr. et al., 2022) dalam buku mereka berjudul 

“Aplikasi SmartPLS untuk Statistisi Pemula”, panduan untuk melakukan uji outer model 

dijelaskan sebagai berikut: 

3.7.1.1 Uji Validitas/Convergent Validity  

Validitas konvergen menggambarkan sejauh mana hubungan antara variabel laten dan 

indikator-indikator yang menyertainya. Hal ini dapat dievaluasi melalui nilai loading factor, 



47 

 

 

yang mencerminkan korelasi antara skor item dan skor total variabel laten. Selain itu, Average 

Variance Extracted (AVE) juga digunakan sebagai ukuran validitas konvergen. Jika nilai AVE 

melebihi 0.5, maka indikator-indikator tersebut dianggap telah mengukur variabel laten dengan 

baik. 

3.7.1.2. Discriminant Validity  

Untuk mengevaluasi apakah variabel dalam penelitian ini benar-benar saling berbeda 

(validitas diskriminan), dapat dilihat dari nilai cross loading factor. Nilai ini menunjukkan 

sejauh mana suatu indikator berkaitan lebih kuat dengan variabel yang seharusnya diukur 

dibandingkan dengan variabel lainnya. Nilai loading factor yang lebih besar dari 0.7 

menunjukkan validitas konvergen yang baik. Selain itu, untuk memastikan validitas 

diskriminan, digunakan metode Fornell-Larcker, yang membandingkan akar kuadrat dari AVE 

setiap variabel dengan korelasi antar variabel. Jika akar kuadrat AVE lebih besar, maka 

variabel tersebut dianggap memiliki validitas diskriminan yang baik. 

3.7.1.3 Uji Reabilitas  

Untuk memastikan bahwa hasil pengukuran dapat dipercaya, maka perlu dilakukan uji 

reliabilitas konstruk menggunakan composite reliability dan Cronbach's alpha. Angka 

composite reliability dan Cronbach's alpha yang lebih besar dari 0.70 mengindikasikan bahwa 

pengukuran konsisten dan dapat diandalkan 

3.7.2 Model Struktural (Inner Model) 

Evaluasi model struktural bertujuan utama untuk menilai sejauh mana model tersebut 

mampu menggambarkan hubungan antar variabel. R-square digunakan sebagai alat untuk 

mengukur tingkat kecocokan model secara keseluruhan, sementara koefisien jalur dan uji t-

statistik dimanfaatkan untuk menentukan signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel 

independen (Sihombing & Arsani, 2022).  

3.7.2.1 R-square 

Koefisien determinasi atau nilai R Square menggambarkan sejauh mana variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependen pada konstruk endogen. Secara umum, nilai 

R Square yang mencapai 0.67 dianggap kuat, 0.33 moderat, dan 0.19 lemah. Sementara itu, R 

Square yang disesuaikan (R square Adjusted) digunakan untuk mengukur besar pengaruh 
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variabel independen terhadap variabel dependen. Perubahan pada nilai R Square dapat 

membantu menilai seberapa substansial pengaruh variabel laten independen terhadap variabel 

laten dependen. 

3.7.2.2 Nilai T-Statistik dan nilai P-Value  

Pada pengukuran ini, nilai T-Statistik dan P-Value yang signifikan digunakan untuk 

mengevaluasi kelayakan hipotesis penelitian. Hipotesis dinyatakan diterima jika nilai T-

Statistik melebihi 1.96 dan nilai P lebih kecil dari 0.05 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Malang yang menjalankan 

usahanya secara online. Kota Malang dipilih karena mengalami pertumbuhan jumlah UMKM 

yang terus bertambah, dengan banyak pelaku usaha yang mulai beralih ke platform digital 

seperti marketplace dan media sosial. Meskipun begitu, masih ditemukan rendahnya tingkat 

kepatuhan pajak, yang dipengaruhi oleh pemahaman mengenai tarif, sanksi, serta tingkat 

kesadaran terhadap pajak. Sebagai wajib pajak, UMKM Kota Malang memiliki kewajiban 

perpajakan yang perlu dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak tarif pajak, 

sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak, dengan pengetahuan pajak 

sebagai variabel moderasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang 

berguna dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Kota 

Malang. 

4.1.2 Gambaran Karakteristik Responden  

Para responden yang menjawab kusioner dalam penelitian ini mencakup UMKM yang 

berada di Kota Malang. Sampel sebanyak 160 responden dipilih untuk mewakili UMKM di 

Kota Malang yang didasarkan pada perhitungan metode Hair Karakteristik responden menjadi 

dasar dalam penentuan jumlah sampel penelitian ini. Karakteristik yang digunakan yakni 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Berdasarkan Jenis Produk 

Jenis Produk Jumlah Presentase 

Fashion 47 29.4% 

Kecantikan dan Perawatan Diri 23 14.4% 

Elektronik 13 8.1% 
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Makanan & Minuman 68 42.5% 

Lainnya 9 5.6% 

Sumber: Data Primer, 2025 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, responden dalam penelitian ini terdiri dari pelaku 

bisnis online di platform Shopee yang menjual berbagai jenis produk. Kategori produk yang 

paling dominan adalah makanan dan minuman, dengan jumlah sebanyak 68 responden atau 

sebesar 42.5% dari total. Selanjutnya, produk fashion menempati urutan kedua dengan jumlah 

47 responden (29.4%). Diikuti oleh kategori kecantikan dan perawatan diri sebanyak 23 

responden (14.4%), serta produk elektronik sebesar 13 responden (8.1%). Sementara itu, 

kategori lainnya hanya mencakup 9 responden (5.6%). 

Tabel 4.5 

Karakteristik Berdasarkan Lamanya Usaha pada Shopee 

Lama Usaha Jumlah Presentase 

<1 tahun 10 6.3% 

1-3 tahun 89 55.6% 

>3 tahun 61 38.1% 

Sumber: Data Primer, 2025 

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden memiliki pengalaman menjalankan 

usaha selama 1 hingga 3 tahun, yaitu sebanyak 89 orang (55.6%). Selanjutnya, sebanyak 61 

responden (38.1%) telah menjalankan usahanya lebih dari 3 tahun, sementara hanya 10 

responden (6.3%) yang beroperasi kurang dari 1 tahun. 

4.2 Hasil Analisis Data Dengan SmartPLS 

4.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

4.2.1.1 Convergent Validity 

Validitas konvergen dievaluasi dengan memperhatikan nilai outer loading dan Average 

Variance Extracted (AVE). Suatu konstruk dianggap valid secara konvergen jika nilai outer 

loading dari setiap indikator lebih besar dari 0.70 dan nilai AVE lebih dari 0.50. Namun, pada 
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tahap awal pengembangan model penelitian, indikator dengan nilai loading antara 0.50 hingga 

0.60 masih dianggap dapat diterima sebagai representasi yang memadai dari konstruk tersebut. 

Berikut adalah hasil dari pengujian validitas konvergen yang dilakukan: 

Tabel 4.6 

Outer Loading 

Variabel Item Outer Loading 

Tarif Pajak 

TP 1.1 0.866 

TP 1.2 0.917 

TP 1.3 0.830 

Sanksi Pajak 

SP 1.1 0.814 

SP 1.2 0.844 

SP 1.3 0.853 

Kesadaran Pajak 

KP 1.1 0.919 

KP 1.2 0.930 

KP 1.3 0.927 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Bisnis Online 

KWP 1.1 0.812 

KWP 1.2 0.891 

KWP 1.3 0.867 

KWP 1.4 0.814 

Pengetahuan Pajak 

PP 1.1 0.829 

PP 1.2 0.861 

PP 1.3 0.802 

Sumber: Output Smart PLS 4.0, 2024 
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Berdasarkan Tabel 4.3 seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu Tarif Pajak (X1), Sanksi 

Pajak (X2), Kesadaran Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Pengetahuan Pajak (Z) 

memiliki nilai loading factor yang memenuhi kriteria validitas konvergen. Nilai indikator pada 

variabel X1 berkisar antara 0.830–0.917, X2 antara 0.814–0.853, X3 antara 0.919–0.930, Y 

antara 0.812–0.891, dan Z antara 0.802–0.861. Seluruh nilai yang diperoleh menunjukkan 

bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas konvergen yang baik, 

sehingga dapat diandalkan untuk mengukur konstruk laten dengan akurat dan representatif. 

Selain itu, nilai kuadrat dari Average Variance Extracted (AVE) lebih tinggi dibandingkan 

dengan korelasi antar konstruk laten, dengan angka yang melebihi 0.5.  

Tabel 4.7 

Average Variance Extracted 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

Composite 

Reliability 

(rho_a) 

Composite 

Reliability 

(rho_c) 

Average 

Variance 

Extracted (AVE) 

Tarif Pajak 0.841 0.841 0.905 0.760 

Sanksi Pajak 0.786 0.788 0.875 0.700 

Kesadaran Pajak 0.916 0.921 0.947 0.856 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Bisnis Online 
0.867 0.868 0.910 0.717 

Pengetahuan Pajak 0.776 0.777 0.870 0.691 

Sumber: Output Smart PLS 4.0, 2024 

Mengacu pada Tabel 4.4, seluruh variabel dalam penelitian ini yakni tarif pajak, sanksi 

pajak, kesadaran pajak, kepatuhan wajib pajak bisnis online, serta pengetahuan pajak 

memperoleh nilai Average Variance Extracted (AVE) di atas 0.5. Hal ini mengindikasikan 

bahwa masing-masing indikator mampu menjelaskan variabel yang diukur secara memadai, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruk dalam model penelitian ini telah 

memenuhi standar validitas konvergen. 

4.2.1.2 Uji Reliabilitas  
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Uji reliabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat 

menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil dalam mengukur suatu konstruk. Dalam 

penelitian ini, dua indikator yang sering digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. Kedua ukuran ini dianggap menunjukkan 

reliabilitas yang memadai jika nilainya lebih besar dari 0.70, yang mengindikasikan bahwa 

indikator-indikator dalam suatu konstruk memiliki konsistensi internal yang cukup baik. 

Tabel 4.8 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability 

Variabel Cronbach’s Alpha 
Composite 

Reliability (rho_c) 

Tarif Pajak 0.841 0.905 

Sanksi Pajak 0.786 0.875 

Kesadaran Pajak 0.916 0.947 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Bisnin Online 
0.867 0.910 

Pengetahuan Pajak 0.776 0.870 

Sumber: Output Smart PLS 4.0, 2024 

Tabel 4.5 menyajikan hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha dan Composite 

Reliability untuk variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu tarif pajak (X1), sanksi pajak 

(X2), kesadaran pajak (X3), kepatuhan wajib pajak bisnis online (Y), dan pengetahuan pajak 

(Z). Semua variabel menunjukkan tingkat reliabilitas yang memadai, dengan nilai Cronbach’s 

Alpha dan Composite Reliability lebih dari 0,70, yang mencerminkan konsistensi internal yang 

baik. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terbukti dapat 

diandalkan dalam mengukur konstruk yang diteliti. 

4.2.2 Model Struktural (Inner Model) 

4.2.2.1 Uji R-Square 

Pengukuran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat 

melalui nilai koefisien determinasi (R-Square). Semakin mendekati angka 1 nilai R-Square, 
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semakin kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sebagai contoh, R-Square sebesar 

0.67 menunjukkan hubungan yang kuat, sementara nilai 0.33 dan 0.19 masing-masing 

menggambarkan hubungan dengan kekuatan sedang dan lemah. 

Tabel 4.9 

R-Square 

Variabel R-square R-square adjusted 

Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis 

Online 
0.866 0.860 

Sumber: Output Smart PLS 4.0, 2024 

Nilai R-square tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bisnis online, sebagai 

variabel dependen, dipengaruhi oleh variabel independen dalam proporsi sebesar 86.6%, 

sementara 13.4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Dengan nilai R-square sebesar 0.866 model yang dianalisis dalam penelitian ini dapat 

dikategorikan sebagai model dengan pengaruh yang signifikan 

4.2.2.2 Uji Hipotesis 

Proses analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada interpretasi nilai koefisien korelasi 

(r) sebagai acuan utama serta tingkat signifikansi statistik (p-value) sebagai dasar dalam 

pengujian hipotesis. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai p berada di bawah ambang 

batas 0.05. Dengan mempertimbangkan keberadaan variabel independen, dependen, dan 

mediasi, penelitian ini mengevaluasi baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung 

antar variabel. Proses pengujian hipotesis dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 

versi 4.0 dengan metode bootstrapping yang diterapkan pada koefisien jalur (path coefficient). 

Tabel 4.10 

Uji Hipotesis 

Variabel 
Original 

Sample (O) 

T-statistics 

(|O/STDEV|) 
P-values 
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Tarif Pajak > 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Bisnis Online 

0.169 2.398 0.017 

Sanksi Pajak > 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Bisnis Online 

0.168 2.310 0.021 

Kesadaran Pajak > 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Bisnis Online 

0.151 1.978 0.048 

Pengetahuan Pajak X 

Tarif Pajak > 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Bisnis Online 

-0.044 0.687 0.492 

Pengetahuan Pajak X 

Sanksi Pajak > 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Bisnis Online 

-0.114 2.154 0.031 

Pengetahuan Pajak X 

Kesadaran Pajak > 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Bisnis Online 

0.025 0.416 0.677 

Sumber: Output Smart PLS 4.0, 2024 

Berikut adalah hasil interpretasi berdasarkan tabel yang disajikan: 

1. Variabel tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

bisnis online, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai P-value sebesar 0.017 yang berada di 

bawah batas signifikansi 0.05 sehingga hipotesis 1 terdukung. 

2. Variabel sanksi pajak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak bisnis online, yang ditunjukkan oleh nilai P-value sebesar 0.021 lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 0.05 sehingga hipotesis 2 terdukung. 
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3. Variabel kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak bisnis online, sebagaimana dibuktikan melalui nilai P-value sebesar 0.048 yang 

berada di bawah ambang signifikansi 0.05 sehingga hipotesis 3 terdukung. 

4. Variabel pengetahuan pajak tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan antara 

tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak bisnis online, yang ditunjukkan oleh nilai P-value 

sebesar 0.492 melebihi batas signifikansi 0.05. Oleh karena itu, hipotesis 4 tidak 

terdukung. 

5. Variabel pengetahuan pajak terbukti memiliki peran sebagai moderator dalam 

hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak bisnis online, sebagaimana 

ditunjukkan oleh nilai P-value sebesar 0.031 yang berada di bawah ambang signifikansi 

0.05. Oleh karena itu, hipotesis 5 tidak terdukung. 

6. Pengetahuan pajak tidak memiliki efek moderasi terhadap hubungan antara kesadaran 

pajak dan kepatuhan wajib pajak bisnis online, hal ini berdasarkan nilai P-value yang 

mencapai 0.677, yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, hipotesis 5 tidak dapat 

diterima. 

4.3 Pembahasan  

4.3.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online 

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bisnis online di Kota Malang. Hasil analisis 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.017 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 

ditetapkan yaitu 0.05. Hasil ini mendukung kerangka Theory of Planned Behavior melalui 

konsep normative belief, yang mengacu pada keyakinan individu mengenai harapan 

lingkungan sosial terhadap perilaku tertentu. Keyakinan ini berpotensi mendorong wajib pajak 

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketika tarif pajak dipandang wajar dan 

mencerminkan prinsip keadilan, wajib pajak cenderung memiliki dorongan yang lebih kuat 

untuk patuh, sejalan dengan norma sosial yang ada. 

Penelitian ini juga konsisten dengan studi sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh 

Cahyani dan Noviari (2019), yang menyatakan bahwa tarif pajak memberikan kontribusi 

positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun parsial. Dengan 

demikian, persepsi atas keadilan tarif pajak memainkan peranan penting dalam membentuk 
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perilaku wajib pajak. Jika tarif pajak dirasakan wajar dan seimbang dengan prinsip keadilan 

dalam kontribusi, maka kemungkinan besar tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 

4.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online  

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa sanksi pajak memiliki dampak signifikan 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bisnis online di Kota Malang. Hal ini dibultikan sengan 

nilai signifikansi 0.021 berada di bawah 0.05. Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned 

Behavior pada aspek control belief yang berfokus pada keyakinan individu terhadap kendali 

yang mereka miliki dalam menghadapi situasi tertentu, termasuk kemungkinan mematuhi atau 

melanggar aturan pajak (Ajzen, 1991a). Wajib pajak yang menyadari adanya risiko terkena 

sanksi cenderung lebih teliti dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka 

demi menghindari konsekuensi negatif. Penerapan sanksi yang jelas dan tegas, seperti denda 

finansial, bunga pajak, maupun hukuman administratif lainnya, berfungsi sebagai upaya untuk 

menciptakan efek jera, sehingga wajib pajak merasa lebih terkontrol oleh aturan yang berlaku. 

Selain itu, penerapan sanksi juga memberikan sinyal kuat kepada wajib pajak bahwa 

ketidakpatuhan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019), 

yang mengindikasikan bahwa sanksi pajak berkontribusi positif dalam meningkatkan 

kepatuhan baik secara simultan maupun parsial. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai 

bentuk hukuman atas pelanggaran tetapi juga sebagai motivasi preventif agar wajib pajak tetap 

mematuhi peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan yang 

diungkapkan oleh Pihany dan Andriani (2022), yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi 

mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam beberapa aspek signifikan. Dengan 

demikian, temuan dalam penelitian ini menekankan bahwa keefektifan sanksi pajak tidak 

hanya terletak pada aspek hukuman semata, tetapi juga pada kemampuannya dalam mendorong 

perubahan perilaku wajib pajak secara berkelanjutan. 
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4.3.3 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online 

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online di Kota Malang, dengan nilai signifikansi 0.048 

yang lebih kecil dari 0.05. Temuan ini selaras dengan Theory of Planned Behavior (TPB) dan 

prinsip agregasi, yang mengungkapkan bahwa sikap umum, seperti kesadaran pajak, 

memengaruhi perilaku kepatuhan secara konsisten. Dalam kerangka Theory of Planned 

Behavior TPB, kesadaran pajak berfungsi sebagai motivasi dasar yang mendorong keinginan 

wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Namun, niat ini akan terealisasi apabila 

didorong oleh kontrol perilaku yang dirasakan oleh individu mencakup pemahaman aturan 

pajak, akses mudah ke sistem pelaporan, dan dukungan teknologi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang ada pada penelitian sebelumnya hasil studi 

Zanaria dan Lestari (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki kontribusi 

yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki 

kesadaran tinggi akan pentingnya pajak dan hambatan eksternal diminimalkan, mereka lebih 

cenderung untuk terus memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten. Oleh karena itu, 

meningkatkan kesadaran pajak, disertai dengan penyederhanaan akses dan proses administrasi 

pajak, merupakan strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di 

kalangan pelaku bisnis online. 

4.3.4 Pengetahuan Pajak Memoderasi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Bisnis Online  

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak tidak berperan sebagai 

variabel moderasi dalam hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak bisnis online 

di Kota Malang, dengan nilai signifikansi sebesar 0.492 yang lebih besar dari 0.05. Penelitian 

ini tidak mendukung teori atribusi yang menjelaskan bagaimana individu memahami penyebab 

suatu tindakan dengan mengaitkannya pada faktor internal atau eksternal (Siti Ariska Nur 

Hasanah et al., 2024). Dalam konteks perpajakan, teori ini relevan karena pengetahuan pajak 

diharapkan membantu wajib pajak menilai tarif pajak secara lebih objektif dan mengaitkan 

kewajiban perpajakan dengan tanggung jawab moral. Jika pengetahuan pajak memadai, wajib 

pajak cenderung melihat tarif pajak dari perspektif yang lebih positif dan menganggapnya 

sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara (ellawu). 
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Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki 

pengetahuan mengenai pajak, hal tersebut belum cukup untuk memoderasi pengaruh tarif pajak 

terhadap tingkat kepatuhan. Artinya, pengetahuan pajak yang dimiliki belum cukup untuk 

mendorong wajib pajak menilai tarif pajak sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima, 

sehingga hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan tetap berjalan tanpa pengaruh signifikan 

dari variabel pengetahuan pajak. 

4.3.5 Pengetahuan Pajak Memoderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Bisnis Online  

Berdasarkan temuan penelitian ini, diketahui bahwa pengetahuan pajak berperan sebagai 

moderator yang signifikan dalam hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak 

bisnis online di Kota Malang. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pengetahuan pajak 

memperkuat hubungan tersebut, dengan nilai signifikansi sebesar 0.031 yang lebih kecil dari 

0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak meningkatkan pengaruh sanksi pajak 

terhadap tingkat kepatuhan.  

Dengan pengetahuan pajak yang baik, wajib pajak cenderung memahami tujuan penerapan 

sanksi sebagai pengingat tanggung jawab yang bertujuan menciptakan efek jera dan 

meningkatkan kepatuhan. Mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang kewajiban 

perpajakan juga lebih mungkin menilai sanksi pajak secara rasional dan mengaitkannya dengan 

kontribusi mereka terhadap pembangunan negara. Sebagai hasilnya, efektivitas sanksi 

meningkat dan wajib pajak terdorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan (ellawule) . 

Penelitian ini menunjukkan bahwa selain penerapan sanksi yang tegas, peningkatan 

pengetahuan pajak juga menjadi elemen penting untuk memperkuat kepatuhan pajak, 

khususnya di kalangan pelaku bisnis online.   

4.3.6 Pengetahuan Pajak Memoderasi Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Bisnis Online  

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berperan sebagai 

variabel moderasi dalam hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak bisnis 

online di Kota Malang. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.677, yang lebih besar dari 

0.05. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak mendukung teori atribusi yang menyatakan 

bahwa individu memahami penyebab suatu perilaku berdasarkan faktor internal (atribusi 



60 

 

 

personal) dan eksternal (atribusi impersonal). Dalam perpajakan, kesadaran pajak 

mencerminkan atribusi personal, di mana wajib pajak menganggap membayar pajak sebagai 

tanggung jawab moral dan sosial yang berlandaskan nilai-nilai integritas serta kontribusi 

kepada masyarakat. Pengetahuan pajak berperan sebagai variabel yang dapat memperkuat 

atribusi tersebut.  

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran pajak cukup tinggi, 

perbedaan pengetahuan pajak di antara wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka. Dengan demikian, pengetahuan tentang pajak 

yang dimiliki belum cukup kuat untuk memperkuat atribusi personal yang mendasari hubungan 

antara kesadaran dan kepatuhan. Studi ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat 

kesadaran pajak di antara wajib pajak bisnis online lebih berpengaruh langsung terhadap 

kepatuhan, sementara pengetahuan pajak belum memberikan dampak moderasi yang 

signifikan. Oleh karena itu, selain meningkatkan kesadaran pajak, dibutuhkan edukasi pajak 

yang lebih intensif agar wajib pajak tidak hanya memahami peraturan, tetapi juga mampu 

menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab perpajakan dengan lebih baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai dampak tarif pajak, sanksi pajak, 

dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online dengan pengetahuan pajak 

sebagai variabel moderasi. Beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut: 

1. Tarif pajak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak pelaku bisnis online. Hal ini mengindikasikan bahwa tarif pajak yang dianggap 

adil dan proporsional dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk lebih patuh 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

2. Sanksi pajak terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal 

ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi yang jelas dan konsisten dapat 

meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

3. Kesadaran pajak berperan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Dengan kata lain, pemahaman yang baik tentang pentingnya kontribusi pajak terhadap 

negara dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

4. Pengetahuan pajak tidak menunjukkan peran sebagai variabel moderasi dalam 

hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun tingkat 

pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tergolong baik, hal tersebut belum 

mampu memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. 

5. Pengetahuan pajak terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat 

hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin 

tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka pengaruh 

sanksi terhadap perilaku patuh menjadi lebih signifikan. Temuan ini mengindikasikan 

bahwa pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan dapat meningkatkan 

efektivitas sanksi sebagai instrumen penegakan kepatuhan. 

6. Pengetahuan pajak tidak berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat 

hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, tingkat 

pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak belum cukup untuk 
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meningkatkan pengaruh kesadaran pajak terhadap perilaku patuh dalam menjalankan 

kewajiban perpajakan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Studi ini memiliki sejumlah batasan yang perlu dipertimbangkan dalam memahami 

interpretasi temuan serta implikasi yang dihasilkan. Keterbatasan utama terletak pada ruang 

lingkup objek penelitian yang masih terbatas pada pelaku bisnis online pengguna platform 

tertentu dan dalam wilayah geografis tertentu. Hal ini menyebabkan generalisasi temuan 

penelitian ke populasi yang lebih luas, seperti pelaku bisnis online di platform lain atau di 

daerah berbeda, menjadi kurang optimal. Selain itu, data dalam penelitian ini dikumpulkan 

melalui kuesioner yang diisi sesuai dengan persepsi subjektif dari setiap responden. Pendekatan 

ini rentan terhadap bias subjektif, yang dapat memengaruhi akurasi dalam menangkap kondisi 

yang sebenarnya di lapangan. 

5.3 Saran 

Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, disarankan agar penelitian di masa 

mendatang dapat memperluas lingkup dan keberagaman objek kajian, sehingga temuan yang 

dihasilkan mampu mencerminkan kondisi wajib pajak secara lebih menyeluruh. Selain itu, 

pemanfaatan berbagai pendekatan dalam teknik pengumpulan data dan pendekatan analisis 

yang lebih mendalam dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Peneliti 

selanjutnya juga diharapkan dapat mempertimbangkan penambahan variabel-variabel lain 

yang relevan agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan memberikan kontribusi 

yang lebih luas terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Kusioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN  

PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BISNIS ONLINE DENGAN 

PENGETAHUAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Nur Wardani mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim angkatan 2021. Dengan kerendahan hati, saya 

memohon untuk dapat meluangkan waktu mengisi form kuesioner penelitian yang akan saya 

gunakan dalam penelitian skripsi saya. Adapun kriteria responden yang dibutuhkan ialah 

sebagai berikut: 

1. Merupakan pengusaha bisnis online melalui platform Shopee 

Seluruh informasi yang ada semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan penelitian 

dan data yang didapat akan dijamin kerahasiannya oleh peneliti sesuai dengan kode etik 

penelitian. Saya berharap saudara/saudari dapat mengisi kuisioner ini dengan jawaban yang 

sebenar-benarnya dan tidak berpengaruh oleh pihak manapun. Atas ketersediaannya saya 

ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUSIONER 

1= SANGAT TIDAK SETUJU (STS) 

2 = TIDAK SETUJU (TS) 

3 = NETRAL (N) 

4 = SETUJU (S) 

5 = SANGAT SETUJU (SS) 

 

DESKRIPSI RESPONDEN 

1. Nama Usaha  

2. Apa jenis produk yang dijual? 
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o Fashion 

o Kecantikan & Perawatan Diri 

o Elektronik 

o Makanan & Minuman 

o Lainnya 

3. Sejak kapan menjalankan usaha ini di Shopee? 

o <1 tahun 

o 1-3 tahun 

o >3 tahun 

4. Tergabung dalam komunitas UMKM Kota Malang? 

(Jika "YA" silahkan cantumkan nama komunitasnya pada pilihan "Lainnya") 

o Tidak 

o Ya 

o Yang lain:  

SOAL PERTANYAAN PENGISIAN KUSIONER  

NO PERTANYAAN PENILAIAN 

ST

S 

TS N S SS 

A. Tarif Pajak 

1.  Saya merasa tarif pajak yang dikenakan secara proporsional 

sesuai dengan tingkat penghasilan adalah adil dan tidak 

memberatkan 

     

2.  Saya merasa tarif pajak yang diterapkan di Indonesia sudah 

sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak 

     

3. Tarif pajak 0,5% lebih meringankan beban pajak saya 

dibandingkan dengan tarif sebelumnya yang sebesar 1% 

(bersifat final)   

     

B. Sanksi Pajak 

4. Saya sering dikenakan sanksi denda karena terlambat 

melaporkan atau membayar pajak 

     

5. Sanksi denda yang dikenakan akibat keterlambatan 

melaporkan atau membayar pajak mendorong saya untuk 

lebih patuh pada aturan perpajakan   

     

6. Program penghapusan sanksi pajak mendorong saya untuk 

lebih patuh melaporkan dan membayar pajak tepat waktu di 

masa mendatang 
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C. Kesadaran Pajak 

7. Saya memiliki niat yang kuat untuk membayar pajak karena 

saya memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara   

     

8. Saya menganggap pembayaran pajak sebagai kewajiban 

moral yang harus dipenuhi sebagai warga negara   

     

9. Saya selalu memastikan untuk membayar pajak tepat waktu 

sebagai bagian dari kewajiban saya sebagai wajib pajak   

     

D. Kepatuhan Pajak 

10. Saya memahami bahwa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 

adalah langkah awal untuk memenuhi kewajiban perpajakan 

secara benar   

     

11. Saya secara rutin melakukan perhitungan pajak sebelum jatuh 

tempo untuk memastikan kewajiban saya terpenuhi dengan 

benar 

     

12. Saya selalu memperhatikan batas waktu pembayaran pajak 

agar tidak terlambat dan terkena sanksi   

     

13. Saya tidak pernah melakukan kecurangan atau manipulasi 

data dalam pelaporan SPT untuk menghindari pembayaran 

pajak yang lebih besar   

     

E. Pengetahuan Pajak 

14. Saya tahu cara menggunakan e-billing untuk melakukan 

pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku  

     

15. Saya merasa bahwa pemahaman saya mengenai ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan membantu saya dalam 

menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar   

     

16. Saya memahami bahwa pajak merupakan sumber pendapatan 

negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan 

pelayanan publik   
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Lampiran 2: Jurnal Bimbingan 
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Lampiran 3: Surat Bebas Plagiasi 

 


